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TEIYTANG

E\IALUASI RAITCAITGAIY PERATI'RAIT DA,ERAII
I(ABI'PATET| I"AUPI'I|G TTITGAII TEI|TAI{G PERT'BAIIAT A,r(XiARAIT
PENDAPATAI| DAIT BEI.AruA DA.ERAII TAHUT ATGGARAIT 2023 DAN

RAITCAI|GAI{ PERATI'RAIT BI'PATI UIUPT'I|G TTT{GAII TETTAJTG
PENJABARAN PERI'BAIIAI{ AI{(X}ARAIT PETDAPATAIT DAIT BELAruA DAIRAII

TAIIIIIT AITGGARAX 2UI3

GUBERIIT'R LAIUPUIYG,

a.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten la.mpung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh
Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernul 5s$agaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggr, kepentingan umum, Perubahan Rencana Keda
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten la.mpung Tengah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati La.mpung Tengah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 'Iahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaralr Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, "farnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (I.embaiarl Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Ler:rbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tan:,:bahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ter,tang Cipta Keda menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan antara Pemerinta h Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik InConesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OlA tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peratural Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasilikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keualgan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2O19 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);
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11. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran furggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturaa Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggalan Pendapatan dal Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
a31l;

12. Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaal Per aturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972;

MEMIITUSI(AI{:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATUP.{N DAERAH KAETUPATEN LAMPUNC TENGAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH'TAHUN ANGGARAN
2023.

Eva-luasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten l^ampung
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraturan Bupati
l,ampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan iui.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
t ampung Tengah tentang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun
furggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
Keputusan ini.
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XETIGA

KEEMPAT

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
l.ampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peraturan Daerah dan Ralcalgan Peraturan Bupati [ampung
Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Bupati Lampung Tengah, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundarlg-undangan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
l.ampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 yang
telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KEEITAM

Ditetapkan di Teluk betung
padatanggal 2023

GT'BERNUR LAMPUNG,

ARJNAL DJUITAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuaogan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi t ampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Inspektur Provinsi l,ampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi t^ampung di Bandar Lampung,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/s93/vl.o2lHKl2023
TANGGAL: 10 OKTOBER 2023
TENTANG
EVALUASI .RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
I'ENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGAR{N 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

i. KEBIJAXAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 d,an Pasal 172 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkaa Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya
agar memedomani:

A. Tahapan dal jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraiaa
Penetapan / Persetujuan/ Surat Keterangan

No

I 4

Telah sesuai
(Sebelum penetapan
RKPD}

Tidak sesuai
(pa-ting lambat
minggu III bulan
Juli)

Reviu Perubahan
RKPD

2 3S TAHUN 2023 3 t JUL| 2023

Nomor

O5O / 421 5 I B.a.Vll.o I / 2023

2

Tanggal

3

Perubahal Rencana
Kerja Pemerintai
Daerah (RKPD)

1
| | JULI 2U23



I'lo
Uraiar

Keterangan

Tanggal

I 2

Reviu Perubahan
KuA-Perubahan PPAS

7OOl839/ Inspektorat.a.V . /2023
3 4

20 AGTS 2023 Telah
sesuai,(sebelum
Penvampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
oleh Ketua TAPD
kepada Kepala
Daerah)

Surat Bupati perihal
Penyampaiarr
Rancangan
Perubahan KUA dan
Ralcalgarr
Perubahan PPAS
Kepada DPRD

oso/331s/B.a.vrr.o1l2o23 | 20 JULI 2c23

Kesepakatan antara
Kepala Daerah dan
DPRD atas
Rancangan
Perubahan KUA dan
Rancangan
Perubahan PPAS

07 INKBI DPRDIt:t12023
06/NK/Setda.l.O3/2O23

08/NKB/ D?RD/LT/2023
07lNK/Setda.l.03l2O23

9OO / 7o3.A I Ba.'ltl.O2 / 2023Reyiu Perubahan RKA
SKPD

Penyampaian
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

9oO/ 1535/B.a.vii.02l2023

LT 202:l
oa / ?B / sEtDA.t.o3 / 2023

4 Sept 2023 Telah Sesuai,
(Paling lambat
Minggu II bulan
September bagi
daerah yang
menerapkarr 5 (lima)
hari kerja per
minggu

Persetujuan bersama
DPRD dan Kepala
Daerah

Tetah Sesuai,
pa-ling lambat 3 {tiga)
bulan sebelum
Taiun Anggaran
berkenaan berakhir

Menyampaikan
Rancangan Perda
tentang APBD dan
Rancangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
Gubernur untuk
,lievaluasi

25 SEI'I 2023 Telah Sesuai

paling lambat 30
September

-6-

Penetapan/ Persetuj uan / Surat

Nomor

3

4

7

28 AGTS 2023

I AGTS 2023

l'idak sesuai,
(paling lambat
minggu II bulan
Agustus)

Tidak sesuai,
(pajing lambat
minggu II bulan
Agustus)

Telah sesuai,
(sebelum
Penyampaial
Rancangan Perda
tentang Perubaian
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Minggu III bulan
Agustus)

6

8

9 tao / gos lB.A.vu.o2 / 2023

5

22 SEY| 2c)23
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Berdasarkan tabel di atas. terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah agar krpedoman pada tahapan dan jadwa-i

proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir
F. 1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 84 "fahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. Kebi.jakan Pendapatar Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuaa peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang menrpakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun zrn ggaran
sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Taltun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperhatikarr tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total
penyertaan moda-l Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manfaat ekoiromi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu. sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nonor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.21 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun furygaran 2023.

Selanjr..tnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BTJMD yang kinerjanya belum memad ei (performance based/, harus
dilakukan langkahJangkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset
dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Lapcran Keuangan
Pemerintah Daerah.
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d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lam
adalah mendukung pemulihan durria usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatar: pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Renc,ana Pembangunan Daerah pemenuhan
kebutuhan urus.rn pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan
butir D. 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentarrg Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunal APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi €rnggar€rn untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kine{a pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung nrioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilalukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi
ailggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 ter:tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Penganggaran belanja daerah harrs mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penangan.rn Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
i 9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 la.mpiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
butir D.10 l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaurn ],ang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaal maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E l.ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tenlang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESESUAIAN RANCANCAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran ta-rget pendapatan daerah semuia sebesar
Rp2.638. 738. 1 05.864,00 bertambah sebesar Rp 1 7. 7 1 5.067. 578,00 menjadi
sebesar Rp2.656.453.173.442,OO dirinci sebagaimana tercantum dalam
Tabel 2 sebagai berikut:



Uraian

Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan
Xetentuan Peraturan
Perundant-Undangan

APBD Tahun Anggaran 2023
(Rp)

-t0-

Tabel 2

Pendapatan Daerah

3.456.647.OOO,OO

o0

Target Realisasi Semester I

Targct Perubahar APBD
Tahun Anggaran 2023

(Rp)

Selisih Target
Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023
dan 'Iartct APBD

Tahun Anggaran 2023
(Rp)

7o dari selisih Target
Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O23
dan Target APBD

Tahun Anggaran 2O23
l')

o/o dari Target
Perubahan APBD

Tahun AngSaran 2023
dan RealisaEi Semest.r

I APBD Tahun
Anggaran 2023

t%)

5 5 7=6ts 8 9=8 5 10=9:5 11=6:8

PENDAPATAN DAERAH 2.638.738. 105.464,00 1.030.9a6.a5a.o70,16 390/o 2.656.453. t73.442,OO r7.715.067.578,00 lo/a

267 .O47 .427 .17 5,OO 7.968.506.31r,00 3o/o

390/0

39'/oPendapatan Asli Daelah 259.079.320.464,00 104.053.304.683, r6 400/o

Pajak Daerah 125.510.632.197,O0 54 .093.307.903,00 430/o 129 .370 ,332.197 ,OO 3.859.700.O00,00

10.998,775.000,00 84.400.O00,00

3o/o 420/0

Retribusi Daerah 10.913.975.OO0,O0 2.912.174.900,OO 270/r lo/a

140/a

274/o

Hasil Pengclolaan
Kekayaan Daerah yang
di pi.ahkan

8.061.45a.06A,OO 9.2t9.774.r30,t7

37 .79A.O43.749,45

I t40/o 9 .2 19 .77 4 .130 ,OO I OOo/o

[,ain-L€in Pendapatan
Asli Dacrah yang Sah

114.593.255.599,00 330/. I 17.45A.945.848,00 2.86 5.690.2 49. OO 3Va 320/o

PendapatanTransfer | 2.376.202.13a.ooo,oo 926.572.278 3A7,Cn 390/0 23a5.94a.699.267,OO 9.746. r.267 00 4,lvo 39%

Pendapatan Trans[er
Pemedntah Pusat

2.236.202.138.OO0,OO 865.O35.90a.654,OO 390/0 2.216.444.699 267,OO ( 19.353.434.733,00) (rl"k 39ah

Pendapatan Transfe!
Antar Dae,ah

I40.000.000.ooo,oo

3.456.647.OOO,00

6I.536.369.733,00 r69.100.o00.oo0,00 29.100.ooo.oo0,00 2to/a 36'/o

Lain Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

LOo/o 3.456.647.OOO,00 o,00 Ovo I Oro

Pendapatan Hibah 3.456.647.OOO,OO 361.275.000,00 LOvo o,00 oo/a 1090

o,00o

I

r . r 5a.3 r.6 . 062 ,00

361.275.O00,00
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Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp259.079.320.864,00 bertambah sebesar
Rp7.968.506.311,OO menjadi sebesar Rp267.O47.a27.175,OO atau
10,05% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,OO
diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1l Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar

Rpf25.510.632.197,OO bertambah sebesar Rp3.859.7C0.000,00
menjadi sebesar Rp129.37O.332.197,OO atau 4,87o/o dari total
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel semula sebesar Rp8OO.O0O.0O0,00 bertambah
sebesar Rp225.0O0.000,00 menjadi sebesar Rp 1 .O25.00O.0O0,OO;

b) Pajak Restoran semula sebesar Rpa.300.000.000,00 bertambah
sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.650.000.000,00;

c) Pajak Hiburan semula sebesar Rp450.00O.00O,00 bertambah
sebesar Rp50. 000. OO0,00 menjadi sebesar Rp5O0.000.O00, 00 ;

d) Pajak Reklame semula sebesar Rpl.500.000.000,00 bertambah
sebesar Rpl 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.65O.000.000,00;

e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp59.194.783 .232,OO
bertambah sebesar Rp1.959.700.000,00 menjadi sebesar
Rp61.154.483.232,OO;

f) Pajak Parkir semula sebesar Rp750.O00.000,00 bertambah
sebesar Rp I 25.000. 0O0,00 menjadi sebesar Rp875. 000. 000,00 ;

g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp9.158.038.077,00 bertambah
sebesar Rp3OO.OOO.O0O,0O menjadi sebesar Rp9. 458. O38. OT 7,OO ;

h) Pajak Mrneral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar
Rp900.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00
menjadi sebesar Rp 1. 1 50.000.000,00;

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Can Perkotaan (PBBP2)
sebesar Rp40. 168.3 f 0.888,O0;

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula
sebesar Rp8.289.500.000,00 bertambah sebesar
Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp8. 739. 500. 000,00 ;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar
Rp10.913.975.000,00 bertambah sebesar Rp84.800.000,00
menjadi sebesar Rp10.998.775.000,00 atau 0,417o dari total
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3.556.696.0OO,0O
bertambah sebesar Rp2.091 .504.000,00 menjadi sebesar
Rp5.648.200.000,00;

b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.855.O29.000,00
berkurang sebesar Rp2.OO4.454.OOO,OO menjadi sebesar
Rp 1.85O.575.000,00;



-t2-

c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar
Rp3.5O2.25O.OOO,OO berkurang sebesar Rp2.250.OOO,OO

menjadi sebesar Rp3. 500. 000. 000,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribrrsi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor I Tahrrn 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten la.mpung Tengah harus melakukan kegiatan
pemungutan dal pengawasan penyetorannya dengan berbasis
teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a. 1).g) l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Peny'usunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD memperhatikan:
a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dal retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenta,tg Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nornor I Tahun 2022 ter:l.ang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif frskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai malsud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan lnvestasi di Daerah; dan

d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis
pelayanan kebersihan memperhatikan bia5,6 penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentangTata Ca.ra Perhitungan Tarif
Retribusi dalarn Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
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e. Dala-rn rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, pe,lentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
dan

f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
ten'iang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi'l'ransaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan E ermotor paling sedikit 107o (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 TaJrun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggixan 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 5O7o (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dal penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukal Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Peke{a (BP} yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapatjuga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
PBPU dan BP yang didaftarkal Pernerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2O16 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahttn 2O17 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 terltang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Arrggaran 2023.
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b. Hasil Pengelola.an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan semula sebesar Rp8.O61.458.O68,O0 bertambah
sebesar Rp 1. 1 58.3 16. 062,OO menjadi sebesar Rp9.219.77 4. 1 30,O0
atau 0,35o/o dari total Pendapatan Daerah sebesar
Rp2.656.453. 17 3.442,OO.

Pemerintah Kabupaten la.mpung Tengah harus memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manlaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara
lain:

a) xeuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu:

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagar akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waku tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/ atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sesuai ketentuan butir C.2.a.2l.bl t ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kine{anya belum memadat (petformance based),,

harus dilakukan antara lain langkah-tangkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakarl kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah

Selain itu, Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah juga harus lebih
mengefektilkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolehan. bagian laba bagr
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.
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l"ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaraa target pendapatan la.in-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah semula sebesar Rp 1 14.593.255.599,00 bertambah sebesar
Rp2.865.69O.249,00 menjadi sebesar Rp117.458.945.848,O0 atau
4,42h dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.a53. 17 3. 442,OO.

Target l,ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
oojek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro semula sebesar Rpl 1.254.825.475,OO berkurang sebesar
Rp4.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.554.825.475,00 atau
O,25Vo dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) hurufd Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Talrun Anggaran 2023.

2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
semula sebesar Rp1.801.836.496,00 bertambah sebesar
Rp7.413.190.209,00 menjadi sebesar Rp9.215.026.705,00 atau
0,35% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 3l ayat (4) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

3) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp0,00
bertambah sebesar Rp 152.5O0.040,OO menjadi sebesar
Rp152.500.040,00 atau 0,01olo dari total pendapatan daerah dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 3l ayat
(4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11) t^ampiran
Peratu:an Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp50.000.000,00 atau
O,OO2o/o dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 3 I ayat (4) huruf I Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3l.al.(12) t ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentArrg Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

5) Pendapatan BLUD sebesar Rpl01.486.593.628,00 atau 3,82o/odari
total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasai
24 ayat (a) dan Pasal 31 avat (4) huruf o Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunal. A.PBD Tahun
Anggaran 2023.
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2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rp2.376.2O2. i38.O00,00 bertambah sebesar
Rp9.746.561.267,OO menjadi sebesar Rp2.385.948.699.267,OO atau
89,82o/o dari total pendapatan daerah sebesar Rp2. 6 56. a 53. 7 7 3. 4 42,OO .

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp2.236.2O2.138.00O,0O berkurang sebesar Rp19.353.438.733,00
menjadi sebesar Rp2.216.848.699.267,OO atau 83,45o/o d,ai total
pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana
Perimr:angan semula sehsar Rp1.925. 135.959.000,00 berkurang sebesar
Rp 19.353.438.733,00 menjadi sebesar Rpl.905.782. 52O.267,OO atau
71,74o/o dari tota.l perrdapatan daerah yang diuraikan ke daiam rincian
objek pendapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar
Rp19.000.111.912,O0 bertambah sebesar Rp4.214.52O.088,00
menjadi sebesar Rp23.214.632.000,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tenLang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp18.793.850.000,00;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp634.676.295.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp58.042.740.000,00 telah
sesuai dengan alokasi angga-ran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O23;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisll< semula sebesar
Rp 191.41 1.028.000,00 bertambah sebesar Rp I 18.200.000,00 menjadi
sebesar Rp191.529.228.000,00 telah sesuai dengan alokasi .rnggaran
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahuu 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Arggaran 2023;

e. Dana desa sebesar Rp137.428.595.000,00 telah sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentangRinciarr Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatarr dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.al.aJ.Q),
butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir
C.2.b.a).a).(8) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan
penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.21 t ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak
sesuai dengan petunjuk teloris tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaanr dana transfer ke daerah
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DFRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaralt dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor'90O. 1.15.5-1317 Talewn 2O23.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.690.O30. 37 7 .7 89,OO

bertambah sebesar Rp69. 124.6 18 .629,00 menjadi sebesar
Rp2.759.154.996.418,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3

sebagai berikut:



Tabel. 3

Belanj a Daerah

Uraian
APBD Tahun Anggaran 2023

(Rp)

Talgct Penrbahan APBD
TahLln AngSaran 2023

(Rp)

Selisih Target Perubahan
APBD Tahuo Anggaran
2023 dan Target APBD
Tahun Angtaran 2023

(Rp)

o/o dari Selisih Talget
Pcrubahan APBD
Tahun Anggaran
2023 dan Target

APBD Tahun
AnEgaJai 2023

lv.l

./o

o/o dari Targct
Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023
dan Realisa.i

Semcster I APBD
Tahun Anggaian 2023

(v'l

Target Realisasi Semester I

7=6t5 8 1O=9:5 I l=6:81 5 6 9=8 5

PENDAPATAN
DAERAH

2.638.738. r05.864,00 LO30.946.454.070.16 3901, 2.656.453. 173.4-12,00 t7 .7 ts.067.57a,O0 lo/a 3So/o

Pendapatan Asli
Daerah

259.079.320.864,OO 104.053.304.683, 1.6 400/0 267.O47.a27 .r75,00 7.968.506.31 1,00 30/o

30/o

39o/o

42o/oPajak Daerah 125.510.632.197,OO 54.093,307.903,00 430/0 129.3?O.332.197,OO

Retribusi Daerah ro.913.975.000,O0 2,942.17A.900,OO

9 .2L9 .77 4 .130 ,17

27r/. 10.998.775.OO0,00 84.800.0OO,OO

9 .219 .77 4 . t30 ,CC 1.158.316.062,00

270/o

Hasil Peogelolaan
Kekayaan Daerah
yang di pisahkan

8.06 r.458.068,00 | 140/o 140/o I OOTo

32otoLain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

I 14,593.255.599,00 37.79a.O43.749,45 330/o 117.4s8.945.848,O0 2.465.690.249,OO

Pendapatan Transfe. 2.376.202. 138.OOO,OO 926.372.27A.3A7,OO 390/0 2.385.944.699.267,00 9 .7 46 . 1 .267 ,OO 4,lyo 39o/o

Pendapatan Transfei
Pemerintah Pusat

2.236.202.134.000,00 865.O35.90a.654.00 39uo 2 .216 .a4a .699 .267 ,OO { 19.3ss.434.733,00} lrl'^

21o/"

390/0

Pendapatan Transfer
Antar Daerah l40.ooo.oo0.000,oo 6 r.536.369.733,OO 440/o 169, 100.OO0.O00,00 29. l00.ooo.ooo,00 360/o

Lain Lain Pcndapatan
Daerah Yang Sah

3.4s6.647.O00,OO 361.275.000,O0 I Oo/o 3.456.647.000,00 o,o0 Oot" lOo/o

Pendapatan Hibah 3.456.647.OOO,OO 36l.275.OOO,OO lOo/o 3.456.647.O0O,00 
I

o,oo Oot" too/o

Lain'laln Pendapatan
Sesuai dengan
Ketentuan Petaturan
PerundanS-Undangan

0 0 0,00

3.859.700.OOO,00

to/.

30/o

0
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

Rasio terhadap
Total Belanja

Daerah (%)
Urusan Pemerintahan

Belanja Operasi
(Rp)

Belanja Modal
(np)

Bela-nja Tidak
Terduga

(Rp)

Belanja Transfer
(Rp)

Jumlah Belanja
(Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

34 1 .286.033.055,O0 0,o0 o,00 60,95 0/.

LTRUSAN PEMERINTAHAN
trIDANG PENDIDIKAi'I 18 1 .604.460.688,00 0,00 0,00

1.340.433. 107.897,00

q65.728.667.58 1,00

293 .560 .97 3 .7 37 ,OA 50.407 .852.397 ,OO
0,00 0,00URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KESEHATAN

I .681.719. 140.952,00

1. 147.333. 128.269,00

12,47 o/o

to6.796 .502.240,OO

o,00 0,o0

t44 .632.226.856,OO

0,o0

5,24 o,/o

0,55 0/"
URUSAN PEMEzuNTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAT{ PERMUKIMAN

URUSAN PEMEzuNTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETEFIIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

37 .83s .7 24 .6 16 ,OO

13.174.013.096,00

23.581 .4a7 .7 31 ,OO

1.961.526 230,00 0,00

31.800.000,00 0,00 o,oo 23.613.2a7 .731 ,OO o,86 0/"

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL 6.552.241. 136,00 483.881.500,00 0,00 0,00 7 .036.122.636,OO o,26 o/o

99. 180.323.709,00 3.069. 105.750,00 0,00 3,7 r o/o

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA 3.787 .305.702,OO 48.100.000,00 0,00

0,00 102 .249 .429.459,OO

0,00 3.83 5.40s.702,00 o,14 v"

Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

4l,58 0/o

343.968.836. 134,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJIAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

15. 135.539.326,00
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Rasio terhadap
Tota.l Belanja

Daerah (7o)

Jumlah Belanja
(Rp)

Belanja Operasi
(Rp)

53.890.O00,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00

6.445.t67 .26t,OO

387.515.000,0O

0,00

o,oo

O '23o/"

0,01%URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

6.39r.277 .261,0O

387.515.000,00

o,oo 0,050/"100.000.c00,00 l .300.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00LTRUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN

9.994. 138.397,00

7 .696.576.847 ,OO

6.631.O13.931.OO

14.639. 126.380,00

170.286.0O0,00 0,00 LO.164.^24.397 ,OO

8.456. 176.847,00759.600.000,00 0,00 o,o0

0,oo 6.676.253.68 1 ,0045.239.750,O0

t4.736.726.380,OO o,53o/"97.600.O00,00

59.755.O00,00 7 .029 .4 t4.389,OO o,25",,

8.36 1.583.786,O0 o,300/o66.700.OOO,00

12.01 1.938. l48,OO c,440/0

o,00

o,00

o,000,00

o,oo

o,oo0,00

0,00 o,o00,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARCA EERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN 6.969.659.389,00

8.294.883.786,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

12.01 i.938. 148,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

375.000.o00,00

Urusan Pemerintahan
Belanja Modal

(Rp)

Belanja

Belanja Tidak
Terduga

(Rp)

Belanja Transfer
(np)

URUSAN PEMEzuNTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

o,370/"

0,31%

o,240io

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINTSTRASI
KEPENDUDUKNN DAN
PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PDMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL

5.08 I .736.322,00 0,00 o,o0 5 .456 .7 36 .322 ,OO o,20"/.

0,00
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o,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDAI'{G KEPEMUDAAN
DAN OL-qHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

40.000.000,00 0,00

Belanja lidak
TerJuga

tRp)

0,00

0,00 0,00

9.812.019.911,00

40.o00.000,00 o,o1%

0,o0 0,00 o,00o,00

o,o0 2.964 .942.O00,OO

o,o0

o,l t"/.
URUSAN PEMERiNTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN

2.964.942.0O0 ,OO

4.382.690.635,00 88.435.000,00

0,00

0,00

o,oo

o,00 .+.471.125.635,O0 o,L60/o

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN 0,00 o,00 o

URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN o,00 o,00 2,36/.

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEI-AUTAN DAN
PERIKANAN

63.536.430.469,00 1.684.225,200,00

2.330.572.800,00 0,00

0

0,00

1.754.416.000,00 0,00 o,00

o,00

0,00 1.754.416.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
URUSAN PEMEzuNTAHAN
BIDANG PERTA NIAN

1.637 .725.200,OO 0,00 o,00 53.0 i 1.418.015,00

o,o6,i.,

|,92/o

0,00 0,00 0,00 o,00URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN c,00

0,o0 o,00 0,00 o,00 0,00 o,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

413.730.000,o0 42.500.000,00 0,00 o,00 456.230.000,00 O,O2Yo

URUSAN PEMERINTAHAN
BID,^.NG PERINDUSTRIAN

7 .102.257 .354,OO 4.000.000,00 0,000,00 7 .406.257 .354,OO o,270/0

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 o,00 261.761.500,00 0,o1%

Urusan Pemerintahan

URUSAN PEI./ERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN

Belanja Operasi
(Rp)

Belanja Modal
(Rp)

Jumlah Belanja
(Rp)

65.220.6ss.669,00

2.330. s72.800,00

Rasio terhadap
Total Belanja

Daerah

o,369"

o,o80/o

o,o0

Belanja

9.807.519.911,00

0,00

Belanja Transfer
(Rp)

4.500.000,00

0,00

0 0

5 i.373.692.815,00

261 .761.s00,00
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Urusan Pemerintahan
Belanja Transfer

(Rp)

1.155.647,000,00 0,001s 1.949.3 r6.157,0C 0,00 153. 104.963. 157,O0 5,55o/.

Daerah

Rasio terhadap
'l'otal Belanja

s20.635.000,00 0,00

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIA'I' IJAERAH

0,00SEKRETARIAT DPRD

72.448.267 ,681,OO

79.101.048.476,00 63s.012.000,c0 0,00 79.736.060.476,OO 2,890/o

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAI{AN

| .827 .706.200,OO 6.500.000.000,00 471.669.883.920,0
0 6t7 .230.65A.447 ,OO '22,370/o

0,00PERENCANAAN

t37 .233.068.327 ,OO

I 1.434.066.438,00 1 .279 .249 .OOO,OO 0,00 12.713.315.438,00

1t2.428.447 .407 ,OO 401.870.500,00 6. s00.000.o00,0c 472.064.333.920,O
0 591.394.65 i.827,00 21,43/"KEUANGAN

0,0cKEPEGAWAIAN 35.155.000,00 8.804.151.345,00 o,32/o

o,00

0,00
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

0,00 0,00 o,l4o/o

0,00 0,00

389.716.900,00

4.37 Li52.937 ,OO o,t6"/"

8.768.996.345,00

389.716.900,O0

4 .295.52t .237 ,OA

0,00

75.631.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00PENGELOLAAN
PENGHIJBUNG

0,00

0,00 0,00UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN

I

2 1 .035.028.984,00 0,00 2 1.03 5.028.984,00 o,76vo

INSPEKIORAT DAERAH 2 1 .03s.028.984,0o 0,00 0,00 o,oo I 21.03s.028.984,00 o,760/o

0,00UNSUR KEWILAYAHAN 7 I .8 L7 .791 .666,OO 573.O79.250,00 72.390.470.9 16,00 
|

2,620/o

121.597.350,O0 0,00

0,00

0,o0 45.76 1 .918.834,00 1,66"/"

0,00 45.76 I .9 18.834,O0 t,66"/"

UI.ISUR PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

45.640.32 1.484,O0

45 .640 .32 | .4a4 ,OO

6.500.000.000,00

0,00

472.064.333.920,O
0

I

r.930..909.068.693,00alTof

121 .597.350,00

349.681 .593.805,00 2 .7 59 . I 54 .996 .4 t8 ,OO

Belanja Operasi
(Rp)

Belanja Modal
(Rp)

Belarrja

Belanja Tidak
Terduga

(Rp)

Jumlah Belanja
(Rp)

0,00 73.368.902.681,00 | 2,66/"

o,460/o

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
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2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.9O 1 . 126.66 1 ,O0 bertambah
sebesar Rp544.040.600,00 rnenjadi sebesar Rp6.445. I 67. 26 1,00 atau
9,22 dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.478,OO;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rp 1.0 1 5. 14 1.800,00 berkuiang sebesar Rp627 .626.OOO,OO menjadi
sebesar Rp387.515.000,00 atau 6l ,83 yo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar
Rp 1.559.037.300,00 berkurang sebesar Rp I 59.037.300,0O menjadi
sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 7O,2Oo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
Rp 1 0. 085. 352 .22 l,OO bertambah sebesar Rp7 9.O7 2. 17 6,00 menjadi
sebesar Rp10. 164.424.397,00 atau O,78%o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidalg Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp8.238.386.216,OO
bertambah/berkurang sebesar Rp217.790.631,0O menjadi sebesa.r

Rp8.456.176.847,00 atau 2,640/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.7 59. 1 54.996.4 I 8,00;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

semula sebesar Rp6.544.430.392,OC bertambah sebesar
Rp 1 3 1 .823.289,00 menjadi sebesar Rp6.676.253.68 1.00 atau 2,0 loti
dar-i tota-l bel.anja daerah sebesar Rp2. 759. 1 54.996. 4 I 8,00 ;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pen gendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana semula sebesar Rp14.295. I 16.122,00 bertambah sebesar
Rp44 1 .6 1 0.2 58,00 menjadi sebesar Rp I a.7 36.7 26. 380,00 atau 3,O9oh

dari total belanja daerah sebesar Rp2. 759. I 54.996.4 1 8,00 ;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp8. 566. 048. 554,00 berkurang sebesar Rp I . 536.634. I 65,0O menjadi
sebesa.r Rp7.029.414.389,00 atau \7,94o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

1O) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula
sebesar Rp9.604. f 97. 7 4 l,OO berkurang sebesar Rpl.242.6 I 3.955, 00
menjadi sebesar Rp8.361.583.786,00 atau 72,94 % dari total belanja
daerah sebesar Rp2. 759. I 54.996.4 1 8,0O;

11) Urusar Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula sebesar Rp13.710.793.628,00 berkurang sebesar
Rp1.698.855.480,00 menjadi sebesar Rp12.011.938.148,00 atau
12,39 yo dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semuia sebesar
Rp5.593.O14.a76,OO berkurang sebesar Rp136.278.554,OO menjadi
sebesar Rp5.456.736.322,OC atav 2,44 o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00;
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13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
sebesar Rp9.526.2O6.751,OO bertarnbah sebesar Rp285.8f 3. 160,0O
menjadi sebesar Rp9.812.019.911,00 atau 3o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar
Rp104.148.5OO,OO berkurang sebesar Rp64.l48.5OO,OO menjadi
sebesar Rpa0.000.000,00 atau 61,590 dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar
Rp34.414.600,00 berkurang sebesar Rp34.414.600,00 menjadi
sebesar Rp0,00 atau 100 o/" dai total belaqja daerah sebesar
Rp2.759. 1 54.996.4 18,00;

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar
Rp i .308.692. 000,00 bertambah sebesar Rp 1.656. 250. 000,00 menjadi
sebesar Rp2.964.942.000,00 atau 126,560/o dari tota-i belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 1 8,00;

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rp3.968. 847. 33 i,OO bertambah sebesar Rp5O2.278.3O4,OO menjadi
sebesar Rp4.471.125.635,00 atau 12,66yo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 18,00;

i8) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar
Rp98.199.550,00 berkurang sebesar Rp98.199.550,00 menjadi
sebesar RpO,OO atau loOo/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. 1 54.996.4 18,00.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan . Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp67.980.385.199,OO berkurang sebesar Rp2.759.729.53O,OO menjadi
sebesar Rp65.220.655.669,00 atau 4,067o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00 terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar
Rp 1 . 023. 092. 050,00 bertambah sebesar Rp I . 307. 480. 750, 0O menjadi
sebesar Rp2.330.572.800,00 atau l27,8oo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I B,O0;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rp2.144.785.O00,OO berkurang sebesar Rp390.369.O00,OO menjadi
sebesar Rp1.754.416.O00,0C atau 78,2Oo/o dari tota-l belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.a la,OO;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar
Rp57.2OO.965. 1 3 1,OO berkurang sebesar Rp4. 1 89. 547. f 1 6,00 menjadi
sebesar Rp53.0l 1 .418.01 5,00 atau 7 ,32o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 18,00;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rp977.257.4OO,OO berkurang sebesar Rp521.O27.aOO,OO menjadi
sebesar Rpa56.230.000,00 atau 53,32yo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;



5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar
Rp6.54 7.947.118,OO bertambah sebesar Rpa64.316.236,OO menjadi
sebesar Rp7.406.257.354,00 atau 13,21olo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan serrula
sebesar Rp92.344.500,00 bertambah sebesar Rpf69.417.000,00
menjadi sebesar Rp261.761.500,00 atau 183,46y" dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759. 1 54.996. 4 1 8.OO.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar
Rp 1 43.8 1 8. 49 I . 552,00 bertambah sebesar Rp9.286.47 1 .605,00 menjadi
sebesar Rp153.104.963.157,00 atau 6,46Yo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996. 4 1 8,00 terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp63.318.231.076,00 bertambah
sebesar Rp I 0.050.67 1.605,00 menjadi sebesar Rp73.368.902.68 1,00
atau 75,870/" dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. 1 54.996.4 18,00;

2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp80.500.260.476,,00 berkurang
sebesar Rp764. 2 00. O0O, 00 menj adi sebesar Rp79. 7 36. O60 . 47 6,OO atau
0,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggarErn Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar
Rp633. 780.3 1 8. 808,00 berkurang sebesar Rp I 6. 549.660.36 1,00 menjadi
sebesar Rfi17.672.988.447,OO atan 2,610/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2. 759. I 54.996. 4 1 8,0O terdiri dari:

1) Perencanaan semula sebesar Rp12.924.539.56 f ,00 berkurang sebesar
Rp2 | 1 .2 2a. 123,00 menjadi sebesar Rp 1 2. 7 1 3.3 1 5.438,00 atau 7,63oh
dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.a 18,00;

2) Keuangan semula sebesar Rp605.698.52O.398,00 berkurang sebesar
Rp14.303.668.571,00 menjadi sebesar Rp591.394.651.827,00 atau
2,360/o dari total belanja daerah sebesa; Rp2.759.15a.996.418,00;

3) Kepegawaian semula sebesar Rp I 0.038.423. 188,00 berkurang sebesar
Rp 1 .23 4 .27 1 .843,00 menjadi sebesar Rp8. 8O4. 1 5 1 . 345, 00 atan 1 2,3Oo/"
dari total belanja daerah sebesar Rp2. 759. I 54. 996. 4 1 8,OO ;

4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp605.419.100,00
bertambah sebesar Rp2l5.702.2OO,OO menjadi sebesar
Rp339.716.900,0O atau 35,630A dari total belanja daerah sebesar
Rp2.7 59. I 54.996.4 1 8,OO;

5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesa,r Rp4.513.416.561,00
berkurang sebesar Rp142.263.624,OO menjadi sebesar
Rp4.371.152.937,00 atau 3,157o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. I 54.996.4 I 8,00;

e
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f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp2O.O22.078.991,OO bertambah sebesar Rp1.O12.949.993,0O
menjadi sebesar Rp2 I .O35.O28.984,OO atau 5,0670 dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 I 8,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula
sebesar Rp2O.O22.O7 8.99 1,00 bertambah sebesa.r Rp 1.012.949.993,00
menjadi sebesar Rp2 1 .035.028.984,00 atau 5,O67o dar i total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 18,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kervilayahan semula sebesar
Rp72.617.774.739,OO berkurang sebesar Rp226.903.823,00 menjadi
sebesar Rp72.390.820.916,00 atau 0,3196dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,OO terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan
semula sebesar Rp72.617 .774.739,OO berkurang sebesar
Rp226.903.823,00 menjadi sebesa.r Rp72. 390. 870.9 1 6,00 atau 0,3 I 7o dari
total belanja daerah sebesa-r Rp2. 759. 1 5a.996. 4 I 8,O0.

h- Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rp43. 190.732 .692,00 bertambah sebesar Rp2.57 1. 186. l42,OO menjadi
sebesar Rp45.761.918.834,OO atau 5,957o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula
sebesar Rp43. 190.732 .692,00 bertambah sebesar Rp2.57 1. 186. 1 42,OO

menjadi sebesar Rp45.761.918.834,00 atau 5,957o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten l,ampung Tengah
mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggarurn untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar
Rp86.101.845.850,00 bertambah sebesar Rp84.952.416.100,00,00
menjadi sebesar Rp 1 7 l. 054.26 1.950,00,00 atau 98,7o/o dari total belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar
Rp97O.37 1.630.269,00,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegialan selagsi berikut:
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1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekoiah Dasar semula sebesar
Rp47.384.395.950,00 bertambah sehsar Rp69.298.800.000,00
menjadi sebesar Rp 1 16.683. 195.950,00

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp26.36a.585.200,00 bertambah sebesar
Rp 1 2. 586. 937. I 00, 00 menjadi sebesar Rp38.95 1 . 522. 300,00

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula
sebesar Rp 1.6 1 4.862.700,00 bertambah sebesar Rp2.7 52.679.000,00
menjadi sebesar Rp4.367. 56 1.70O,0O

4) Kegiatan Pengelolaan Pendldikan Nonformal/ Kesetaraan semula
sebesar RplO.7 37 .982.000,00 bertambah sebesar Rp3 I 4.000.000, 00
menjadi sebesar Rp 1 1.05 1.982.000,

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahrur:,2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar
Rp5. 707.785. 500,00 bertambah sebesar Rp36.955. 000,00 merrjadi sebesar
RpS.7 44.7 40.500,00 atau 0,65 o/o dari total Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan sebesar Rp205. 545. 582.2 19,OO Alokasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan AIat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar) sebesar
Rp506.846.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan l,ayanan Kesehatal untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia
Produlrtif) sebesar Rp55 1. 534. 000,00 ;

3) Kegiatan Penyediaan Fasilita.s Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UI(M Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia f^anjut) semula sebesar
Rp753.967.000,00 bertambah sebesar Rp51.255.000,00 menjadi
sebesar Rp805.222.000,00;

4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehata-r untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita Hipertensi) sebesar
Rp32.512.500,00;

5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesetratan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia
Pendidikan dasar) tidak dianggarkan;

6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita
Daibetes Melitus) sebesar Rp29.587.500,00;
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7) Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang
gangguan jiwa berat) sebesar Rp 141.259.500,00;

8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang
terduga tuberkolosis) sebesar Rp46. 1 50.OO0,00 ;

9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UI(M Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan oralg dengan
resiko terinfeksi virus yang melernahkan daya tahan tubuh manusia)
sebesar Rp44.447.500,00;

10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan ibu hamil)
semula sebesar Rp2.175.471.5OO,OO berku rang sebesar
Rp 1 0. 800.000,00 menjadi sebesar Rp2. 164 .67 I .500,0O;

11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan ibu bersalin)
sebesar Rp260.590.000,00;

12) Kegiatan Penyediaan l.ayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UI(M Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Bayi baru
lahir) sebesar Rp34 1.660.000,00;

13) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Balita)
semula sehsar Rp823. 760.000, 00 berkurang sebesa.r Rp3. 500. 000, 00
menjadi sebesar Rp320.26O.OOO,OO

Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerinta.h Nomor 2 Tahun 2O18 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standai Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Pekeryaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Peke{aan Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp7.429.477.940,00 bertambah sebesar
Rp4. 253. 890. O83,00 menjadi sebesar Rp 1 L 683. 368.023,00 at-atu 57,260/o

dari total Urusan Pemerintahan Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi
sebesar Rp97.458.671.154 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan da-lam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengemhangan Sistem Penyediaan Air
Minum sehari hari (SPAM) Lintas Kabupaten Lampung Tengah semula
sebesar Rp3.747.061 .840,00 bertambah sebesar
Rp4. 253. 890. 083,00,00 rnenjacli sebesar Rp8.00O.95 1 . 923,OO ;

2l Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional sebesar Rp3.682.4 I 6. I OO,OO;

C
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Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2O18 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minima-l
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Ralryat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp33.O41.9OO,OO atau O,O7oh dan total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya
sebesar Rp42.09O.858.287,OO Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diurarkan dalam Kegiatan Peningkata.n Fasilitasi Penyediaan
Rumah L,ayak Huni b^gi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar
Rp33.041.900,00;

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 terrtang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum
semula sebesar Rp993.746.366,00 bertambah sebesar Rp97 .7 25.298,00
menjadi sebesar Rp1.091.471.664,00 atau 9,83% dari total Belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umurrr Serta
Perlindungan Masyarakat sebesar Rp I 9. 500. 2 79 . I 47,OO Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten semula sebesar Rp520.421.400,00
bertarnbah sebsar Rp33.640.100,00 menjadi sebesar
Rp554.061.50O,OO

21 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula sebesar Rp56. 409. 50O,00 berkurang sebesar Rp25. 200.000, 00
menjadi sebesar Rp3 1.209.0O0,00;

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula sebesar Rp59 .7 22. 8OO, 00 ber kurang sebesar Rp28. 072. 800, 00
menjadi sebesar Rp3 1.650.0O0,00;

4) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, da.,r

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp3 54. 034. 500, 00 ;

5) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
Daerah Kabupaten la.mpung Tengah semula sebesar
Rp357.192.666,0O berta.mbah sebesar Rpl 17.357.998,O0 menjadi
sebesan Rp474.55O.66a,OO;



-31 -

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Pro'r-insi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi angga"ran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar
Rp758.135.300,00 bertambah sebesar Rp6f9.505.700,00 menjadi
sebesar Rol .377 .641 .OO0,O0 atau 8l ,7 7o dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial sebesar Rp7.036. 122.636,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, t anjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesar Rp460.55O.10O,0O bertambah sebesar
Rp37 1 . 5 1 6.000,00 menjadi sebesar Rp832.066. 1 00,00;

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten semula sebesar Rp297.585.2OO,O0 bertambah sebesar
Rp247 .9 89.7 O0,O0 menjadi sebesar Rp545. 574.900, 0O

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta} un 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 202 1 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yar.g tercantum dalarrr Peraturan Presidin Nomor
108 Tahun 2O22 tentang Rencana Keq'a Pemerintah Tahun 2O23 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentxtg Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, Prioitas Nasional Tahun 2O23 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadiian (PNl), dianggarkan semula sebesar
Rp32.88 1.236.84 1,00 bertambah sebesar Rp77 .7 16. I 20,00 menjadi
sebesar Rp862.096.100,00 atau 8,27o/o dan total belanja daerah
sebesar Rp2.759.15a.996.418,00, digunakan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan
aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan merigoptimalkan keterkaitan antala sektor primer, sekunder,
dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor peftanian,
industri pengolahan, pariwisata, Usaha Milrro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
partisipasi datram rantai produksi global, perbaikan sistem logistik,
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percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT),
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas clan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanj u tan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN 1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuiran Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;

2) Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp I 2. 5 I 8. 753. 66 1, 00
bertambah sebesar Rp984.461.711,00 menjadi sebesar
Rp13.503.21s .372,0O;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
( PP3) dianggarkan semula sebesar Rp I 4 .223.960. 47 O,OO berkurang
sebesar Rp2.187.891.97O,OO menjadi sebesar
Rp12.036.068.500,o0;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanal, dan Kelautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp 1.023. 092.050,00 bertambah
sebesar Rp I . 307. 480. 750,00 menjadi sebesar Rp2. 330. 572. 800,00;

5) Penguatan Kewirausahaan, U saha Mikro, Kecil Mbnengah (UMKM)
dan Koperasi (PPS), dianggarkan semula sebesar Rp697.782.500,0O
berkurang sebesar RpI85.078.500,00 menjadi sebesar
RpS12.704.00O,00;

6) Peningkatan Nilai Tambah, L,apangan Ke{a, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar
Rp4. 035. 276. I 00,00 bertambah sebesar Rp435.087. 800,00 menjadi
sebesar Rp4.470.363.900,00;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula
sebesar Rp7 22.47 1.aO0,O0 berkurang sebesar Rp4 16.522.5O0,0O

menjadi sebesar Rp305.949.300,00;

8) Penguatan Pilar Pe:"tumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PPS),

dianggarkan semula sebesar Rp2.965.3 12. 1OO,O0 berkurang
sebesar Rp343.690. 400, 00 menjadi sebesar Rp2.62 1 .62 I .700, 00.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), tidak dianggarkan, yang diarahkan
untuk mempercepat pemulihan dampak pamdemi COVID-L9 dengan
mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan
baru seiring pergesel'an preferensi permintaan dan gaya hidup sehat
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dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optirnalisasi keunggulan kompetitlf wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp433.239.046.545,00,00
bertambah sebesar Rp137.853.593.503,00 menjadi sebesar
Rp571.O92.640.048,00 atau 37,82oh dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 yang diarahkan pada keberlanjutan
reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian
ibu dan stunting, serta reforrnasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023,yattu:
1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningka.tkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan l<emiskinan;

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan penr:apaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PPl) dalam rang)<a meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
darr pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutalhiran data
kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp2. 580. I 08.700,00
bertambah sebesar Rp987.677.5O0,00 menjadi sebesar
Rp3.567.786.200,00;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatl<an pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp2.182.018.900,00 bertambah sebesar Rp466. t 13.400,00
menjadi sebesar Rp2.648. 1 32.300,00 ;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatarr (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan
di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar
Rp120.237.001.465,00 bertambah sebesar Rp49.075.636.203,00
menjadi sebesar Rp 1 69.3 1 2.637 .66a,OO;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidil<an Berkualitas (PP4)

dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp293.865.939. 550,00
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bertambah sebesar Rp95.468.249.400,00 menjadi sebesar
Rp389.334. 1 88.9s0,00;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan diekonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula sebesar Rpl.264.277.130,00 bertambah
sebesar Rp49a.095. 000,O0 menjadi sebesar Rp I .758. 372. 1 30,00 ;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses
aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan tidak
dianggarkan;

7) Peningkatan Produlctjvitas dan Daya Saing (PP7) datam rangka
meningkatkan produlrtivitas dan daya saing dianggarkan semula
sebesar Rp13.109.700.800,00 berkurang sebesar
Rp8.638. I 78. 0O0,OO menjadi sebesar Rp4. 47 I .522.800,00.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesa-r Rp1.663.050.150,00 bertambah sebesar
Rp1.944.319.100,00 menjadi sebes,ar Rp3.607.369.250,00 atau
116,91oh dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,OO
yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalarn
rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang in dusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dllakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)
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dianggarkan semula sebesar RpI iO.939.3O0,OO berkurang sebesar
Rp83. 56 7. 900,00 menjadi sebesar Rp27 .37 I . 4OO,OO ;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
lleningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar
Rp1.308.692.000,00 bertambah sebesar Rp1.656.250.000,00
menjadi sebesar Rp2.964.9 42.000,00 ;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp243.418.850,00 bertambah sebesar Rp371.637.000,00 menjadi
sebesar Rp6 1 5.055.850,00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwuj udnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter ( PP4)

dianggarkan semula sebesar Rp2a3.a 18.850,00 bertambah sebesar
Rp37 1 .637. OOO,OO menjadi sebesar Rp6 I 5.055. 850,O0.

e. Mernperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomr
dan Pelayanan Dasar (PNs), dianggarkan semula sebesar
Rp337.809.771.425,OO berkurang sebesar Rp228.254.379.692,OO
menjadi sebesar Rp 1O9.555.391.733,00 atau 67,57%o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transfornrasi ekonorrri yang inklusif
dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PNs yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastru kttrr perkotaan ;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5

dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp16.6O6.215.223,OO

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp85.653.99O. 563,00

3) lnfrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp3.973.40 1.900,00

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PF4) tidak dianggarkan

5) Transformasi Digital (PPS) sebesar Rp3.32 1.78 4.O47,OO

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubal-ran Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar
Rp973.592.500,0O berkurang sebesar Rp67.5O0.000,00 menjadi



sebesar Rp906.092.500,00 atau 6,930/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang difokuskan pada upaya
menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan penrbahan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kua-litas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan
terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah
karbcn.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim yaitu sebagai terikut:
1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;

3) Meningkatnya capaian penuruna!1 emisi dan intensitas emisi GRK
tei'hadap ba.seline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari 3 (Cga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PPl) dalam rangka
meningkatkan kua-litas air, kua-litas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan
sernula sebesar Rp973.592.5OO,OO berkurang sebesar
Rp67. 5O0.OOO,OO menjadi sebesar Rp9O6. O92.5O0,OO ;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat tidak
dianggarkan;

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor
energi, lahan, limbah, IPPU, serta gresisir dan kelautan tidak
dianggarkan.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), tidak dianggarkan yang
diarahkan pada peningkatan produlctivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanj utan. Peningkatan produktivitas
didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan
dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan
internasional yang menyertakan aktor nonperinta.h, serta
pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan
respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan
teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses
tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan

-36-
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kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada
pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan
kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN
profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani
dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan
transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Tcrpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas lembaga-kmbaga Demokrasi
dan Terjagany:r Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitrt:

1) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewuj udkan stabilitas
politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif,
integratif, dan partisipatif tidak dianggarkan ;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama
pembangunan intemasional tidak dianggarkan;

3) Penegalan Llukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
tidak dianggarkan;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah tidak dianggarkan ;

5) Menjaga Stabilitas l(eamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerinterh Kabupaten l,ampung 'lengah
telah mengalokaslkan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 5 sebagai berikut:



No

3

.+
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Tabel.5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Memperkuat Stabilitas Poli'& Hukum
Pertahanan dan Keamanan dar:
Transformasi Pelavanan Publik (PN7)

6

Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD

Total Bclanja Daerah

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2C23
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor i08 Tahun 2022 tentang
Rencana Ke{a Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi u ilayah Sumatera sebesar 4,77o
sampai der,gan 5,2%o;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8,27o sampai dengan 8,67o; serta

c. Meningkatnya kesempatan ke{a, dengan menurunkan tingkat
pengangguran te;bu ka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4,60/0.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID-L9 serta setelah melalui pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten
l,ampung Tengah sebesar 70,48o/o sampai dengan 77,01o/o.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2O23
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

APBD 2C23
Prioritas Nasional

lRp)

36. la6.€ 48.681,OO

P APBD 2023

Rasio
Terhadap
Belanja
Daerah

(Rpl

35.780.495.572,OO

el

I r,3@/o

2
Mengerobangkan Wileyah untuk
Mengurangi Kescnjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2)

o,o o,o o<,1,

Meningkatkan sumber Daya Manusia
BerLualitas dan Berdaya Saing (PN3)

433.239.046.545,0O 571.0S2.640.04a,OO

3.607 .369.250,OO o,130/o
Revolusi Mental dan Pernbangunan
Kebuday,tan (PN4)

1.663.050.1S,OO

377 .A@.771.425,&)

973.592.500,OO

o,o,00

Memperkuat lnfrastrulitur untuk
Mendukung Per gembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PN5)

r09.55s.391.733,00 3,970/o

MembanAun Lingkungan Hidup,
MeningkatJ<a.n Ketahanan Bencana,
dan Perubahan lklim (PN6)

906.092.500,OO O,O39/o

o,o

720.941.989.1O3,OO849_872.109.301,OO 26,130/6

2.690.O30.377.7A9,OO 2.759.154.996.418,OO

Memperkuat KctalEnan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkua.litas
dan Berkcadilan (PNl)

20,7U/o

5.
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a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan telmologi didukung dengan keq'a sama industri dan
talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanj utkan pembangunan infrastru ktu r
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan rnempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala lsnluk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Lana;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing m;anufaktur dan jasa modem
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuraa bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh raklzzrt Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerini:.h Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2O23.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten l,ampung Tengah
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No. Pnoritas Daerah
Tota-l Anggaran dalam

APBD 2023
(RP)

Total Anggaian dalarn
P.APBD 2023

(Rp)

Rasio
terhadap
Bclanja
Daerah

lq"l

I
PengLlatan kualitas dal daya saing
sumber daya manusia 425.445.677 .295,OO 574.544.338.544,00

Pemerataan kualitss sarana darl
prassrana dan tata Kelola lingkungan
hidup

22t.970.026.176,@ 128.O12.697.453,O0 o,5a%

3
Penguatan pertumbuhan ekonorni
daerah yang insklusi.f

22.994.954.U20,4O 21 469.190.200,OO
I

o,930/0

+

Peningkatar Kualitas pelayanan publik
yang prima { Profesional, progrcsif,
bersih dan akuntabel)

6 r9.5a3.496.704,00 |,u/o

5
Peningkatan kondusifitas EilaJ.ah dan
ha-rmoni sGial ma.sJaarakat

Jumla}l Alokasi Anggaran dalarn APBD

40.67 t.773.332,OO 43.757.779.664,OO 1,O80/o

r.333. r39.965.499,OO I 3a7 .4\ I .5O2,.969 ,OO 1,046/o

Total Belanja Daerah 2.690.O30.377,7A9,OO 2.759.154-996.41a,OO

r,3590

622.A57.535.076,OO
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\()

b

KOMPOI\EN PERHITUNGAN

Urusan Bidang Pendidikan:

1) Belanja OFrasir

a. bclanja pegawai

b. bclanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanla bantuan sosial.

2) Belanja Modal;

Urusan Bidang Kcbudayaan:

1) Belarja OFrasi:

a. bclanja pegawa|

b. belanja barang dan jasa;

c. belaaja hibah;

d. bclarlja bantua. sosial.

2l Belanja Modal;

801.036.807.549,00

7 44.701.5.20.299,OO

33.432- 161.150,OO

22.fi3.t26.1OO,OO

o,oo

60.636.631.OOO,OO

at7 .t42.59 I .269 ,OO

754.975-260.619,00

39.543.76a.550,OO

22.663.568.100,OO

0,00

150.224.091.OOO,OO

APBD 2023

2.964.942.OOO,OO

o,00

2.aoo.a10. too,oo

164.131.900,OO

o,oo

o,oo

5) Penanganan pandemi COWD-L9 d,an menghadapi ancarnan yang
membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan
pandemi COVID-L9 dan menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian daerah tersebut, agar Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah melakukan penyesuaian alokasi angga-ran pendapatan daerah,
belary'a daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengarnan sosial/ socral safetg net;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2027.

6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tent-ang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besararrnya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Pungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp862.982. 130.549,00 bertambah sebesar Rp1 08. I | 1.77 4.524,OO
menjadi sebesar Rp97 1. 093.905.073,00 atau 35, 1 7olo dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sebagaimana tercantum
dalam ?abel. 7 sebagai berikut:

Tabel.7
Alokasi Fungsi Pendidikan

P.APBD 2023

I

r.30a.692.OOO,OO

o,oo

1.1.+4.560- TOO,OO

164.131.900,m

o,oo

o,oo



NO P APBD 2023

Urusan Bidang PeRpustakaan:

l) Belanja Operasi: 4.OO4.45l.Aa1,OO

3.047.594.141,OO

956.a57.700,00

o,00

o,oo

62.595.OOO,OO

I l -670.991.751.OO

4.447.9O7.451,OO

4.462.O43.900,OO

2,36l.OOO.OOO,OO

4.3a2.690.635,OO

d. belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal;

Belanja di luar Urusan Pcndid-ikan, Urusan
Kebudayaan, Urusan PeRpustakaan dan
Urusan Kepemudaan dan olahraga yang
menunjang kebutuhan mas)rarakat dibidang
Pendidikan, antara lain:

l) Belanja T.ansfer:

Belanja bantuan keuangao

2) Sub Kegiatan pada OPD

d3t

Anggaran Fungsi Pendidikan (a+ b)

Total Belanja Daerah

o,oo

0,oo

o,oo

'2
a62.9A2.130.549,OO 970.371.630.269,OO

2.690.O30.377.749.OO 2.759.154.996.414,O0

Rasio anggaratt pendidikan (2:3) x l0Oo/o 32,04 V" 35,170/o

-4t-

KOMPONEN PERHITUNCAN APBD 2O23

3.060.O3a.9A5,OO

1.302.651.650,00

o,oo

o,oo

88.435.OOO,OO

1 1.561.935.9 r r,OO

3.7 r0.or 1.o r 1,oo

5.076.924.900,OO

2.775.OOO.OOO,OO

o,00

4.500.o00,oo

o,oo

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 207o
(dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 'lahun 2O03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 dan Pasal 81 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.l l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tertang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
2Oo/o '1dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Lampung Tengah.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula
sebesar Rp862.982.130.549,00 bertambah sebesar
Rp107.389.499.72O,OO menjadi sebesar Rp97O.371.63O.269,O0 atau

a. belanja pegawai;

b. bclanja barang dan jasa;

c. beLania hibah;

d. belanja balrtuan sosial.

2) Belanja Moda.l;

d Urusan Bidang Kr'-pemudaaan dan Ola.hraga:

l) Belanja Operasi:

a. belanja pcgaEai;

b. bclenja barang dan jssa;

c. belanja hibah;



I
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12,44oh dari total arrggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain
diuraikan dalam:

l)Program Penunjang Ur.rsan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp747.733.938.999,00 bertambah sebesar
Rp 1 0. 26 5. 0O0. 320, 00 menjadi sebesar Rp757. 998. 939. 3 1 9,O0 atau
1,37 yo dari total anggzrr€ur untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp970.371.63O.269,OO

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar
Rp I 03.327.5 I 7. 55O,OO bertambah sebesar Rp95.028.249.400,00
menjadi sebesar Rp198.355.766.950,00 atau 91,97 %" dari total
anggaran untuk fun gsi pendidikan sebesar Rp970. 37 1 . 6 3 O .269,OO

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar
Rp10.611.982.OOO,0O bertambah sebesar Rp44O.OOO.OO0,OO

menjadi sebesar Rp11.051.982.000,00 atau 4,i5 9/o dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970. 37 1 .63 0.269,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2027 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar
Rp215.975.562.959,00 bertambah sebesar Rp5O.237.191.544,00
menjadi sebesar Rp266.212.754.503,00 atau 13,88% dari total belanja
daerah di luar Caji ASN sebesar Rp1.918.516.800.959,00,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 sebagai bedkut:

Tabel. 8
Alokasi Kesehatan

Uiusan bidang Kesehatan: 160.429,649-55a,OO

1) Belanja Operasii

a. belanja pegawai:

b. belanja barang dan jasa;

c. bctanja hibal!
d. belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal:

b Bclanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang
. Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:

1) Belanja Transfer:
a. Belanja bantua'l keuangan
b. Alokasi Fungsi Ke.sehatan dari B€lanja

Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada
Ikbupaten/Kota sebesar 37,syo untuk
BPJS Kesehatan

2) Iuran Jarninan Kcschatan ASN
3) lrran Jarninan Kesehatan Non ASN
4l luran Jarninan K6ehatan bagi DPRD
5) Iuran Jaminarr Kesehatan bagi KDH/WKDH
6) Medical check Up bagr KDH/WKDH
7) Pelaksanaan Medical check Up DPRD
al Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan,

Pengawasan dan Pemanfaatan Balgunan

146.659.813.2169,0O

r r2.349.934.399,00
34.O29.A79.O70,OO

280.OOO.OOO,OO

0,oo

r3.769.436.O49,OO

o,oo

20.899.317.600,00

30.334.OO2.!)6 l,OO
333.149-OOO,OO

o,oo
o,oo

100.ooo.ooo,oo
10a.400.ooo,oo

P-APBD 2O23
No

Komponen Perhitungan APBD 2023

205.545.542.219,OO

162.350.3a0.410,O0

1t3.229.436.944,(n
4a.970.943.422,OO

r50.o00.ooo,oo

0,oo

43. 195.201 .aO9,OO

o,oo

23.236.175.200,0O

28.a34.OO2.961,OO
333.747.OOO,OO,OO

o,oo
o,oo

100.oo0.oo0,oo
1oa.400.000,00

o,o0o,oo



No

266.212.754.503,A)

5

2.759.154.9 .41a,OO

440.634.195.459,OO
2.690.O30.377.78,9,OO

I1,67 n/,,

839 .2t) .3at .773 ,6
I . 450. aoo.996.o 16, OO

Total Belanja Daerah

Rasio anggarai kesehatan (2:5) x I0oo/o

CaJi ASN

Total Belanja Daerah di luar caji ASN (3 4)
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Kornponen Perhitungarr

Ceoung untuk Kepentintan Strategis Daerah
Provinsi Pembangunan Gedung Ruang Ra\^,at
lnap Tower I RS.Haji pada Dinas Sumber Daya
Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

9l Prograrn Pentetolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minurn pada Dinas Surnber Daya
Air, Cipta Katya dan Tata Ruant

1O) Penyediaan Pelbekalan Kesehatan di Luai Panti
Sosial pada Dinas Sosial

I l) Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan
Advokasi, Edulasi, dan Sosialisasi Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi, Scimbang dan Aman
(B2SA} pada Dinas Ketahanan Pangan dan
Petema*an

Anggaran Kesehatan (a+b)

APBD 2023 P.APBD 2023

3.747.06 1 _ 840,OO

23.9a2.OOO,OO

o,oo

53.895.200,00

o,00

3

+

215.975.562.959,OO

1.918.516.aOO.959,OO

13,88 %

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten
mengaloka.sikan anggaran untuk kesehatan, yang diarahkan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di
Kabupaten l,ampung Tengah.

Alokasi anggaran kesehatal pada Dinas Kesehatan diurarkan sebagai
berikut:

l) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar
Rp16O.429.649.558,00 bertambah sehsar Rp45. I 1 5.932.66 1,00
menjadi sebesar Rp205.545.582.219,OO atau 28,72o/o dari total
belanja sebesar Rp2.759.154.996.418,0O, antara lain diuraikan
dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp1 13.861.385.199,00 bertambah sebesar
Rp88 1 .42 5. 589,00 rnenjadi sebesar Rp I I 4.7 42.a10. 788, 00 atau
O,77 o/o dari total anggaran kesehatan;

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula sebesa.r Rp42.6 1 4.965.309,00
bertambah sebesar Rp44.285.256.572,OO menjadi sebesar
Rp86.9O0.221.881,OO atau 103,92 o/o dai total anggaran
kesehatan;

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp424. I 42.OOO,OO berkurang sebesar
Rp342.842.000,00 menjadi sebesar Rp81.300.000,00;

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan semula sebesar Rp3.289.152.O5O,OO bertambah
sebesar Rp2 1 . 22C. 5O0,00 menjadi sebesar Rp3.3 1 0. 372. 550, 00
e.tau 0,657o dari total anggaran kesehatan;

e) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula
sebesar Rp240.005.000,00 berkurang sebesar Rp670.000,00

8.OOO.951.923,O0

2.

5.
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menjadi sebesar Rp239.335.000,00 atau (O,28f/o dari total
anggErran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rp 13.749.836.089,00 bertambah sebesar Rp29.445.365.72O,OO
menjadi sebesar Rp43.195.2O 1.8C9,OO atau 214,15 7o dali total
anggaran kesehatan.

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp34. 08 I .O64. 80 1,OO bertambah sebesar Rp2. 7 53.89O. 083
menjadi sebesar Rp35.834.954.884,00 atau 8,O87o dari total
anggaran kesehatan sebesar Rp266.212.754.503,0C, yang
diuraikan dalarn:

a) Program Pengelolaan darr Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Illinum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang semula sebesar Rp3.747.06 1.84O,0O bertambah sebesar
Rp4.253.890. 083,00 menjadi sebesar RpS. 0O0.9 5 1 .923,00 atau
113,53 % dari total anggaran kesehatan;

b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp30.334.002.961,00 berkurang sebesar Rp1.50O.O0O.OO0,OO

menjadi sebesar Rp28.834.002.961,00 atau 4,94yo dari total
anggzrra.n kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan preualensi sfitnting
(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan preualensi
kekurangan funder uteight) pada anak balita dan menurunnya
preualensi uasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaralat semula
sebesar Rp528.890.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00
menjadi sebesar Rp728.89O.OOO,OO atau 37,82o/o dari total anggaran
kesehatan sebesar Rp266.212.754.503,O0, sesuai ketentuan butir
G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 ten+-ang Pedornan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 05O/4890/SJ tanggal 24
Agustus 2022 Lentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O2l lentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang berstrmber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum sebesar
Rp1.319.304.877.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9
sebagai berikut:



No

-45-

Tabel.9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

Junlah dalan

APBD 2023

(Rp)

1.319.304.877.OO0,O0

43.418.858.OOO,0O

1.362.723.735.OO0,O0

o,oo

0,oo

31 1.066.l79.OOO,OO

311.066-l79.OOO,OO

Jumlah dalam

P- {PBD 2023

(Rp)

1.319.304.877.000,O0

40.968.558.a38,00

1.360.273.435.838,O0

o,oo 
i

o,oo I

311.066.179.O00,OO;

31 1.066.179.000.OO

Jumlah Dana Transfer Umum yang
diperhitungkan 1.O49.207.256.838,O0

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pela-\/anan
publik palng rendah 407o (empat puluh persen) dari total belanja APBD
diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau
desa. Belanja bagl hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana tercantum dalam Tabel. l0 sebagai berikut:

Tabel. 10

Belan a Infrastruktur Pela anan Publik

2.690.O30 .377 .789 ,OO

Belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah
dan/atau desa:

a. betanja bagi hasil
b. bantuan keuangan

2

ti.642.460.720,OO
458.O27.,+23.2o0,OO

14.036.910.720,O0

45A.O27 .423.2C,0,OO

472.064.333.920,00,0 
i

Tabel 10. 1

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
Jus ah Dalajr

APBD 2023

312.4a3.6a2.a12,OO

r.300.ooo.ooo,oo
69.178.4AO.463,OO

40.343.217.442,OO

161.347 .77 4.467 ,OO

2.247 .O90.662.494,OO

9H.A36.264.999,2

349.681.593.805,00

1.300.000.o00,00

76.46A.731.215,OO

174.272.O*.254,OO

93.O11.086.332,OO

Komponen Pertritungan

a) Belanja Modai

1) Tanah
2) Pera.latru da.rr Mesi'r

3) Gedung dan Bangrutan

4) Jalan, jadngan dan irigasi

Komponen Perhitungan

2 Pengurang

a) DAU Tambahan

b) DBH yang bersifat
eannarked.

c) ADD

Jurnlah Pengurang

1.O51.657.556.000,00

P-APBD 2023 (RP)No APBD 2023 (Rpl

2.759.t54.996.418,OO
Komponen Perhitungarr

Total Belanja Daerah

Jumlah (a+b)

Selisih (1-21

Minimal Belanja
Infrastruktur Pelayanan
Publik (40olo x Selisih)

3

I

47 t.669.883.920,00

2.2 18.360.493.869,00

aa7 .34 4 . 197 .547 ,6

Jumlah Dala.m

P- APBD 2023
No

Penerimaal

Dala Trander Umum

a) DAU

b) DBH

Jumlah Penerimaan

1

1

1
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Kodpoden Perhitungan

5) Aset tetap laillrrya
6) Aset lailtnya

b) BelanjapeEeliharaan

Jurnlah Dalao
APBD 2023

Jumlah Dalam
P- APBD 2023

2+4 .2 tO .OOO ,OO

70.ooo.ooo,oo

5.O74.942.299,OO

529.7 20.OOO,OO

roo.ooo.000,00

13.533.521.850,00

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

872.703.351.321,OO

82,94 o/o a8,28 ot,

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah
40olo (empat puluh persen) dari total belalja APBD diluar belanja bagi
hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar
Rp2.2a7.O9O.662.498,OO sesuai ketentuan butir G.3.b. l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 4O%o (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesua:l<an porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangarr
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja in{iastruktur
sekurang- kurangnya 40olo sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspeldorat Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah semula sebesar Rp20.O22.O78.991,00 bertambah sebesar
Rp1.012.949.993,O0 menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau
O,76yo d,ai total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
semula sebesar Rp15.6OO.16O.191,OO bertambah sebesar
Rp8 1 2.209.993,OO menjadi setresan Rp 16. 1 1 2. 370. 1 84,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar
Rp3.843.159.1OO,OO bertarrbah sebesar Rp2O0.740.OOO,0O
menjadi sebesar Rp4.043.899. I OO,0O;

3) Kegiatan Perumusan kebijakan,Pendampingan dan Asistensi
sebesar Rp578.759.7O0,00.

a)

b)

c)

2 97. r 17.263.O 10,OO

o,oo

45a.O27 .423.200,OO

104.989.853.180,00

o,oo

45a.O27.423.200,OO

926.232.392.O3s,OOJumlah Belarrja Infrastru!ftul Daerah
(1+2)

Persentase Belanja Infrastruktur
terhadap Transfer ke Daerah yang
Peoggunaannya Bersifat Umum
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3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengernbangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp10.643.842.288,00
berkurang sebesar Rpl.449.974.043,00 menjadi sebesar
Rp9.193.868.245,00 atau 73,620/" dari total belanja daerah sebesar
Rp2. 759. 1 54. 996. 4 1 8,00, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penunjang Uru san Pemerintah Daerah sernula sebesar
Rp7 .923.069 .788,00 berkurang sebesar Rp2 54. 062. 543,00 menjadi
sebesar Rp7.669.007. 245,O0;

2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp2.1 15.353.400,00
berkurang sebesar Rp98O.2O9.3OO,OO menjadi sebesar
Rp1.135.144.100,00;

3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar
Rp605.4 1 9. I OO,00 berkurang sebesar Rp2 I 5.7 02.2OO,OO menjadi
sebesar Rp389.7 16.900,00

telah memenuhi alokasi anggaran untr:k pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,160/o (nol koma enam belas
persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir
D. 16. a.2).c1.(2). (i).ix f"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
202.3.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah harus
rnempertahankan alokasi Ernggarzrn untuk pendidikal dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp I 2.55 1 . 063 .22O,OO
bertambah sebesar Rp385.970.O0O,00 menjadi sebesar
Rp12.937.033.22O,OO atau lO,OOyo dari total Pendapatan pqiak
Daerah sebesar Rpl29.370.332.197,OO telah memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah
Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
teiah diubah beberapa kali terakhir dengan peratur-an pemerintah
Nomor I I Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
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g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dialckasikan semula sebesar Rp 1 .09 1.397. 500,00
bertambah sebesar Rp8.48O.OOO,OO menjadi sebesar
Rp1.099.877.500,00 atau 10,007o oari total Pendapatan Retribusi
Daerah sebesar Rp10.998.775.000,00 telah memenuhi alokasi
anggaran untnk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19 dan huruf D.16.d.2).a).(8)
Lampiranr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tallun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp3 1 1 .066. 1 79.000,00, 00
atau Rp1.O49.2O7.256.a3a,OO setelah dikurangi Dana Desa atau
55,05% dari total Dana Perimbangan s€telatr dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp545.509.084.429,OO telah memenuhi Alokasi
Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 darr butir
D. 16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022. tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka rnendukung program Jaminal
Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan serr,ula sebesar
Rp2O.949.957.600,00 bertambah sebesar Rp2.336.857.600,00
menjadi sebesar Rp23.286.815.200,0O atau 39,32o/" dari total
pendapatan pajak rokok sebesar Rp59.100.000.000,00 yang
tercanturn di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Ivlasyarakat.
Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan
anggaran dalam rangka mendukung program Jaminarr Kesehatan
Nasional (JKN) sebesar 37,5Oo/" dari pendapata.n pajak rokok
sebagaimana diamanat}an butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) ;

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pernberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar
Rp253.310.000,00 bertambah sebesar Rp991.526.650,00 menjadi
sebesar Rpl.244.836.650,00 atau 391,43o/o dari total belanja da.era.h

sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi

3) peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga anti tralficking, dan keluarga yang
melindungi anak dari kekerasein seksual;

4) mendorong upaya Gerakan Keluarga Incionesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya ma.nusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtan gga, dan perkoperasian ;

5) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendayagunakan lahan / pekarangan dengan
tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan
kampanye program diversifrkasi pangan dan pemanfaatan pangan
loka1 sebagai upaya mengurangi arrgka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan arrtisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

6) dukungarr terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropometi, Therrnometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
yang berdampak langsung pada penurunan algka kematian bayi
(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahag:a Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga
yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan



dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;

7) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
a) penghayatarr dan pengamalan pancasila;
b) gotong royong;
c) pangan;

d) sandang;
e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
f) pendidikan dan keterampilan;
g) kesehatan;
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
i) kelestarian lingkungan hidup; dan
j) perencanaan sehat.

8) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keiuarga (TP-PKK) Kabupaten
Lampung Tengah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.

9) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam berrtuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung
upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu. pengelolaan l0 Program Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukurngan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten la.mpung Tengah serta
kegiatan lainnya.

10) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-
PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui
program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman
pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir
G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunal APBD Tahun Anggaran 2023.
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b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganar. Konflik di Daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar
Rp590.965.O0O,O0 berkurang sebesar Rp4O.OOO.O0O,00 menjadi
sebesar Rp550.965.000,00 atau 6,770/0 dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dianggarkan guna mendukung
Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai
pelaksanaan urusan pemer:intahan umum yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahal dan dilaksanal<an oleh
Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-
masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

c. Alokasi Anggaran rLntuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyedraan Anggaran Forum Kerukunan Umat Ber2gama (FKUB)
semula sebesar Rp35.084.149.000,00 bertambah sebesar
F-p2.914.O54.000,00 menjadi sebesar Rp37.998.203.000,O0 atau
8,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang
dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Perrdaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,
telah rrremenuhi ketentuan Peraturan Beirsama Mbnteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 20O6 dan Nomor 8 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun
alokasi anggaran tersebut dirrilai belum cukup memadai dalan-t

membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten
Lampung Tengah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten I.ampung Tengah harus
menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung
Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat
Edaran Menteri Dalarn Negeri Nomor 903/6397 ISJ tanggal 25

November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan
Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi sebesar Rp22.065. 100,O0 berkurang sebesar
Rp22.065.100,00 atau 100% dari total belanja barang dan jasa dan
belanja mcdal di luar belanja modal tanah sebesar
Rp925.373.871.023,00, ciianggarkan sesuai ketentuan instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasiona-l
Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten l"ampung Tengah belum memenuhr alokasi
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnya 4Ool, (empat puluh persen)
dari total belanja brang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalarn Negeri
Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu aga-r Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mengalokasikan anggErran penggunaan produk dalam negeri dan
produk usaha mikro, usaha kecil dari menengah sekurang-kurangnya
40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahirn 2022 tentatg Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negen Dan Produk U saha Mikro, Usaha
Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula
sebesar Rp216.333.500,00 berkurang sebesar Rp216.333.500,00
menjadi sebesar Rp0,0O atau 1007o dari total belanja daerah sebesar

Rp2.759.154.996.4f 8,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan

Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam

pelalisanaannya harus mendukung penanguman Penyakit Mulut dan

Kuku dengan berpedoman pada Instruksi lrlenteri Dalam Negeri Nomor

44 Tahun 2022 tentang Penangana.r Penyakit Mulut dan Kuku di

Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa Penyediaan anggarar yang antaia lain tercantum pada:
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1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rp i 59.400.800,00 berkurang
sebesar Rp 1 59.400. 800,00 menjadi sebesar RpO,OO;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa semula
sebesar Rp38.274.9OO,OO berkurang sebesar Rp38.274.9O0,O0
menjadi sebesar Rp0,00;

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuar:gan Desa semula sebesar
Rp173.647.5OO,0O berkurang sebesar Rp173.647.500,0O menjadi
sebesar Rp0,00;

a) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan kmbaga
kerja sama antar desa semula sebesar Rp75.OOO.OOO,OO berkurang
sebesar Rp75. O00. 000,O0 menjadi sebesar Rp0, 00;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta l,omba
Desa dan kelurahan semula sebesar Rp198.538.700,00 berkurang
sebesar Rp I 98. 538. 700,00 menjadi sebesar RpO,00.

dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 La.mpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebuCayaan Indonesia

Penyediaan anggarar yang tercantum antara lain pada:
1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Larnpung

Tengah sebesar Rp54.95 1.000,00;
2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebesar

Rp 1O9.18O.9OO,OO.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Trahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar Rp236.682.100,00 bertambah
sebesar Rp14.220.000,00 menjadi sebesar Rp250.902.100,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
deng regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada

generasi muda pada Badan Kesatu an Bangsa dianggarkan sebesar

Rp298.715.000,00 atau O,01% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.7 59. 1 54.996.4 1 8,Oo.

Pemerintah Kabupaten t ampung Tengah belum memenuhi alokasi
Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila
sekurang-kurangnya O,7 5o/o (nol koma tujuh puluh lima persen) dari
total belanja daerah sesuai ketentuan bu tir G.74 l,ampiran Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terrtanl^g Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun
2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Frogram Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah menganggarkan dukungan pendanaan
progrzrm Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:
l) pembentukan Paskibraka;
2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Puma

paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp6.495.306.420,00
bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar
Rp1 1.495.306 .42O,OO;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar
Rp32.476.532.099,00 bertambah sebesar Rp1 5.0 1 3. 1 20.079,00
menjadi sebesar Rp47 .189 .652. 178,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan l,ayanan Umum Daerah serta butir G.30 tampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentartg Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi
Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar
Rp1.890.876.811.057,00 bertambah sebesal' RpaO.O32.257.636,00
menjadi sebesar Rp i .930.9O9.068.693,00 atau 69,98o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.995.418,00 merupakan pengeiuaran

anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.
Penyedia,an anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada

objek belanja:
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a. Belanja Pegawai
Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula sebesar
Rp1.241.783.329.342,00 berkurang sebesar Rp156.506.359,00
menjadi sebesar Rpl .241.626.822.9A3,00 atau 37,39o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759. 154.996.418,OO trelum memenuhi
ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang
dialokasikan rnelalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 3O% (tiga
puluh persen) dari total belanja Dzterah.
Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:
1) Gaji dan T\rn-iangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
Rp839.229.381.773,OO bertambah sebesar Rp1.408.813.686,00
menjadi sebesar Rp840.638.195.459,00 atau 3O,47o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759 154.996.4f8,OO dapat
dianggarkan dengan memperhitungka-n rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon
ASN sesuai formasi pegawai Tahun2O22, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan palgkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5o/o (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir
D.16.a. 1)j).(1), hutir D. 16.a. l)j).(2), dar, butir D.16.a. 1)j).(4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2l Pengaaggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Fimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatar ASN
semula sebesar Rp30.33a.002.961,00 berkurang sebesar
Rp 1 . 500. 0OO. 00O,O0 menjadi sebesar Rp28.834. 002. 96 1, 00
yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan belum sesuai
ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 6
Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Oli
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7O Tahun 2O2O lentang Penyetoran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan butir D.16.a. 1)i).(5) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penl'usunan APBD Tahun Anggaran 2023'

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalarn Tabel'1l
sebaga.i berikut:



NO KOMPONEN PERHITUNGAN
APBD TA 2023
.TUMLAH (Rp)

1 Penerimaan
a Belan aGa i Pokok ASN 644.929.732.2t9 oo
t) Belan a Tun Kel ASN 60.252.49s.929,OO

Belan a Tun Jabatan ASN 9.643.474.400 o0

d
Belanja Tunjangan Fungsional
ASN

39.61 l .338.863,00

C
Belanja Tunjangan Fungsional
Umum ASN

12. 163.000.03 i,oo

i.
Belanja Tambahan Penghasilan
ASN

103.016.898.031,00

61.981.197.591,00
9.593.124.528,OO

14 .228.797 .377 ,OO

94.663.794.869,00

2 Jumlah Penerimaan
luran yang harus dibayarkan (Jumla-tr
Penerimaan x 47o)

869.617 .339.473,OO

i4.744.693.574,92
3

34.520.428.145,28

4
Alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN pada APBD

30.334.002.961,00

I S.u"it t.t it, bayar (angka 4 - angka 3) 14.450.690.617 ,91
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Tabel. 1 I
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

P.APBD TA 2023
JUMLAH (RP}

863.0 r0.703.632,00

28.834.OO2.96 |,OO

F.6A6.425.184,28]| l

Berdassrkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
sebesar Rp34 .52O .428 145,28 atau terdapat selisih kurang
sebesar RpS.686.425. 1 84,28),0O.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten lampung Tengah harus
menyesuaikan t-resaran alokasi anggErran Iuran Jaminan
Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia-l sebagaimana telah diubah beberapa kaii
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tal:un 2O2O.

Peraturan l{enteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peke{a
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
butir D.16.a. llj).(s) t"ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tidak
dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kerii terakhir

644.806.7 1 ,1. 150,OO

C.

37 .737 .07s.1t7 ,OO
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dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indorresia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagr Pekeq'a Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a. 1)j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Pen5,qsqr"r't APBD Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan ariggota DPRD sebagaimana
tercaqtum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel i2
Belanja Iuran Jaminal Kesehatan DPRD

KOMPONEN PERHITUNGAN
APBD TA 2023
JUMLAH (Rp)

P-APBD TA 2023
JUMI,AH (Rp)

1. I 14.260.000,00 1. 1 14.260.000,00

164.000.000,00

0,oo

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3) t8.829.276,OO r18.829.276,OO

Berdasarkan tabel diatas, alokasi Iuran Jaminan
Kesehatan lagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp1 18.829.276,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan besaran alokasi anggaran iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undarrg-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimala telah diubah Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2O2i, Pasal 30, Pasa] 33 dan Pasal 33a

Penerimaarr

Belanja Uang Representasi DPRDa

b. tselanja Tunjangan Keluarga DPRD 164.O00.000,00

1.500.271 .500.00

1

c. Belanja Tunjangan Jabatarr DPRD

,{ Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan
DPRD
Belanja Tunjangaa Alat Kelengkapan
Lainn DPRD

1.500.271 .500,o0

2.970.73 1.900,00

152.737.200,OO

Jumlah Penerimaar

e

152 .7 37 .200 ,OO

39.463.200,O0

2 2.970.73 1.900,00

118.429.276,OOIuran yang harus dibayarkan (Jumlah
3

4 Kesehatan DPRD a APBD

1t4.429.276,OO

o,oo
Penerimaan x 4
Alokasi Belanja luran Jarninan

39.463.200,00
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '/O Tahrun 2O2O

tentang Penyetoran Iuran Jaminan I(esehatan bagi Peke{ia
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a.l)j).(S) t-ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati tidak dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor o Tahun 2023, Und,ang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023, Pasal30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Peke{a Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D. 16.a. 1)j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyu sunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bag KDH/WKDH sebagaimana tercantum
dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

KOMPONEN PERHITUNGAN

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi zrnggaran turan
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
seharusnya sebesar Rp6. 8a5. 169,60.

NO APBD TA 2023
JUMLAH (Rp)

P-APBD TA
2023

JUMLAH (Rp)

1 Penerimaan
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.146.O00,00a s9.010.000,00

Belanja Tunjangan Keluarga KDH /WKDH 5.901.000,00 7 .7 20 .44Q ,OO

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Jumlah Penerimaan
Iuran yang harus dibayarkal (Jumlah
Penerimaan x 4
Alokasi Belanja luran Jaminan Kesehatan
KDH WKDH APBI)

106.218.000,0O 99.262.800,00
t62.t29 .240,OO,2 171.129.000,OO

3
6.84s.160,00 6.485.169,6

I 0,00 o,00

6.485.169,60Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)

b.

6.845.160,00
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mengganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2O 1 I tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33
dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan D.16.a. l)j).(5) l,ampiran Perafirran Menteri Da1am
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunar APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keda dan Jaminan Kematian
yang diperuntukarr bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kerratian yang diperuntukan
bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jarninan Kecelakaan Kerja ASN semula
sebesar Rp1.143.255.096,00 bertarnbah sebesar
Rp6O.O0O.OOO,OO menjadi sebesar Rp1.2O3.255.096,OO;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar
Rp3.429.765.276,O0;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2017 d,an butir D.16.a. 1)i).(6) f,ampiran Peraturan
Menteli Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a ASN

seharusnya sebesa.r Rpl.547.536. 113,96 atau O,24o/o

dari gaji pokok sebesar Rp644.806.714. 150,00 sehingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp344.281 .Ol7 '96;
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahal APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
yang dapa.t dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengehraran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp90.308 I 35.395,00 bertambah sebesar Rp45.652. 602.693,00 menjadi
set'esar Rp 1 35.96O. 738.088,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn-ya (SiLPA).

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diangg;arkan semula sebesar
Rp39.015.863.47O,OO berkurang sebesar Rp5.756.948.358,00 menjadi
sebesar Rp33.258.915.112,00 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo.
Dapat dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah yang harus
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya
merupakan prioritas utama.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2C23
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAEARAN PERUtsAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP)

SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P.KUA} DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P.PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kerresuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

pada P-KUA dan P-PPAS serta Rarrcangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

lebih tinggi dariPada P-RKPD.

134
prqgam

134
prograhl JurIilan

Prograrn
t32

kegiatan
262

kegiatan
Jumlalt
Kegiatan

254
kegiatan2

775
Sub

keEiatan

2 759. I 54.996-418.00
2.76 r .606.295.54O,00

775 Sub
kegiatan

738 sub
kegiatan

2.772A8 .42a.tO8,OO

Jumlah
Sub
Keciatan

No Keterangan R}(PD
Jurnlah Alokasi
AngAaran (Rp) KUA-PPAS

Jumlah Alolaei
A,lggar-ert {Rp)

R.APBD
Jum]ah Alokasi
Anggsran (Rpl

3.
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Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggalan 2O23 d,an Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daererh
Tahun Anggaran 2O23 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23.

IJntuk itu, Pemerintah Kabupaten I-ampung Tengah harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggasan 2023
sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayal (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunal Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pan-iang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAI{ TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan l,ampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
krmpung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sedangkan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar
Rp2.759. 154.996.4 r8,00

2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlahl34 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten la-mpung Tengah agar
memperhatikan:
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1. Jumlah angg€rran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terutana menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2O23 serta. Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS

Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinery'a Utama (lKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten la,mpung Tengah Tahun
2023-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah l(abupaten Lampung Tengah dalam menyusun Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23, selain
memperhatikan kebijakan dan tekuis penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusun€rn Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
agar fs"psdoman kepada ldasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang Klasifik-asi,
Kodefikasi, dzrn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifrkasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri
Dalam Negerr Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butt F.l.a l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral'r Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
tentang Pemerintahan Daerah, sgSagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (21,

Pasal 89 ayat (1) dan Pasa,l 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomcr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daeratr, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratura.n
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah
Daerah.
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C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
tidak tercantum dalam P-RKPD dart P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatal prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVTD-L9 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggar€rn belanja wajib dalam rangka penang.rnan dampak inflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dirnaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keaCaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS

disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten la.mpung Tengah dapat menyesuaikan program.
kegiatan dan sub kegiatan baru.

D. Pemerintah Kabupaten l.ampung Tengah dalam menyusun Ranca:rgan
Peraturan Ltaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang ridak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundzmg-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F. 1.a.8).c) l.ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

E. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah agar mencantumkan Pendapatan
Daerah yang terdapat dalam regulasi :

(1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2O23
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2Ol IPMK.OT /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 97 Ta}:,utt 2023
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran
2023;

(3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30
disebutkan:

Menyatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun RI(P DBH Sawit

Tahun .,\nggaran fQ!f, sslagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana
Bagi Hasil Sawit.

b. Penyaluran Dana Bagr Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan
secara sekaligus bagr Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah
menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Merrteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
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c. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit seba.gaimana dimaksud pada
huruf b drlakukan paling lambat tanggal 3O November 2023.

d. Dalam hal tanggal 3O November 2023 beriepatan dengal hari libur atau
hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud
pada huruf c dilakukan pada ha-ri ke{a bedkutnya.

e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan
RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 3O Novernber 2O23

sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari ke{a berikutnya
sebagaimana dimaksud pada huruf d:
1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus pa-ling

lambat 27 Desember 2023; dan
2. Seluruh Dana Ba8ir Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 darr RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2O24.

F. Terdapat selisih kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat
sebesar Rp- 19.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah agar menyesuaikan €rnggaran tersebrrt berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

1. Dana Bagr Hasil menjadi sebesar Rp 43.418.858.O0O,O0.

2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.

G. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemenntah Kabupaten Lampur,g Tengah menyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara
proporsional sesuai beban keq'a masing-masing sesuai dengan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Mentel'i Dalam Negeri Nomor 4 I
Tahun 2O2O tentalg Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019.

H. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah agar memperhitungkan kembali
peningkatan €rnggaran PAD sebesar Rp259.O79 .320. 864,00 menjadi sebesar
Rp267.O47.427.775,OO mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya
dan realisasi sampai dengan 3l Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang
dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
TA 2023.

I. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran
dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) sebesar 1"/o dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir
G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23

J. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesan Rpl.241.626.822.983,OO atau
37,39o diluar tunjangan guru yang ctialokasikan melalui TKD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru )rang
bersumber dari TKD). Ha1 ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a. 1)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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K. Pemerintah Kabupaten la.mpung Tengah agar mengganggarkan Kekuranga-n
Pembayaran Kewajiban luran Pemerintah Daerah kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp8.174.125.235 (per Agustus 2023)
dengar, rincian sebagai berikut:
1. Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rp27.2O7.O22.880,00
2. Peke{a Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah - Pemerintah Daerah

sebagai Penyelenggara Negara set'esar Rp6. 1 O4. 3 1 5.OOO,OO

3. Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah
sebesar Rp345.483.600,00

4. Bantuan Iuran PBU Mandiri sebesar Rp312.435.20O,OO
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nonor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMK.O2|2O2O tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi
Iuran Peserta Penerima Baltuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukal Pekerja Dengan Manfaat
Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran B28ll Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat
Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau
Pemerintah Daerah.

L. Pemerintah Kabupaten t ampung Tengah agar menggangarkan kekurangan
Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos
Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur l,ampung Nomor :

Gl255lB.O2lHK/2O23 tanggal 11 Apri-l 2023 tentang Penetapan Subsidi
Pemerirrtah Kabupaten / Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahtrt 2023

M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah aga.r menganggarkan Reinvestasi
Dividen kepada PT Bank l-ampung sebesar Rp6.461.458.068,54 untuk
Dividen Tahun Buku 2020, sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor
9OO / 1867 /VI.O2 / 2O2l tanggai 19 Mei 2O2 1 tentang Reinvestasi Dividen
Bank Lampung Tahun 2020.
Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Perda tentang Penyertaan
Modal yang terlebih rlahulu menyusun analisrs investasi sebelum
melakukarr investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat
investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

N. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan ASN
sebesar RpS.686.425. 184,28,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menyesuaikan Sesaran alokasi alggaran Iuran
Jaminan Kesehatan ASN sesr.rai ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentaag Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O11 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O1E tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi
Peke{a Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir
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D.16.a. 1)j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tenlang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

O. Terdapat selisih kurang alokasi Belanja Iuran Jaminan Keceiakaan Keda ASN

sebesar Rp344.281.017,96 dan selisih lebih alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN sebesar Rp 1.495.345. I 33,55.

Pemerintah Kabupaten l^a.mpung Tengah harus menyesuaikan besaran
alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a ASN dan Belanja
Iuran Jamirran Kematian ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1\

Peraturan Pernerintah Nomor 70 'lahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagt Pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017 d.an butir D.l6.a. 1)j).(6) t ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang
belum direalisasikan pada tahun €rnggaran sebelumnya.

P. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD

tidak dianggarkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten lampung Tengah harus
menganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran jaminan Kesehatan
bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.845.160,00, sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik lndonesia Nomor 64 Tahun 2O2O, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoraa Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Penerrna Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a. 1)j). (5)

Lampiran Peraturan Menteri Da-Iam Negeri l{omor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran2O23.

Q. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
tidak dianggarkar r. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah harus
menganggarkan besaran alokasi anggaian iuran jaminan Kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp118.829.276,00 sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20ll tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah ciiubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tah un 2O2O, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7O Tahun 2O2O tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Peke{a Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir
D.16 a.1)j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalaan Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

R. Terdapat selisih lebih besaran slokasi anggaran Belanja T\rnjargan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar
Rp2.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten l.ampung Tengah harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi
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Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
2O23 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tent.ar.g
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

S. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
sebesar sebesar Rp14l.12O.OOO,OO. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasionai
Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pas*l 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adnrinistratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional.

T. Terdapat selisih lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar
Rp630.000.00C,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar
menyesuaikan alokasi Ernggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keualgan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
2023 de-n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tenlang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Cperasional.

U. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dar, Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahal Perrjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daera,h Tahun Anggaran 2023.

I. Rancangan Peraturan Daerah tentarrg Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahurr Anggaran 2023

1. Konsiderans Mengingat :

a. angka 13 diubah menjadi Peratural Pemerintah Nomor l8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 684'l).

b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

Dengal adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar
disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
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2. BatangTubuh:
a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau defmisi, singkatan atau

akronirn yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defrnisi
dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal
atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 l,ampiran II
Undang-Unciang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022.

b. Pasal 10 diubah menjadi:
Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

i. l,ampiral I : Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis
pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerin tahan Daerah dan Organisasi;

3 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut lJrusan
Pemerin tahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelonrpok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan
Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan
Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target
Kinefarrya;

5. l,ampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi
Dalam Kelangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. ta.mpiran VI : Rekapitulasi Pembahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

7. I-ampiran VII : Sinlconisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

8. t^ampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Pada Perubahar RKPD dan
Perubahan PPAS Dengan Rancangan
Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan
Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daere*r;



10. Larnpiran X
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Sinlrronisasi Mqjor Project Dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-l,ain;

Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak
(multi years);

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pir:3aman Daerah.

11. Lampiran XI :

Lampiran XII :

Lampiran XIII :

Lampiran XIV :

Lampiran XV :

LampiranXVl :

Lampiran XVII :

12,

13.

14.

15.

16.

t7.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun A.nggaran 2023.

3. Lampiran :

a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah / (berkurang)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (7d sesuai lampiran
Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Lampiran III :

l) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Format kolom-kolom lampirar agar disesuaikan dengan
ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan / penarnbahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan.
Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Mentei-i Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2021 tentatg Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang . Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belan;a Daerah.
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4) Pada akhir lampiran agar diberi ruang penzrndatanganan oleh
Bupati.

c. la.mpiran IV, judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN
BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJAI.IYA.

d. Lampiran IX. diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS
DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM

PRIORITAS DAERAH.
e. l,ampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X baru yaitu

SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM
PRIORITAS DAERAH.

f. Lampiran IX diubah menjadi tampiran X yaitu DAFTAR JUMLAH
PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JARATAN.

g. Tambahkan 5 (lima) Lampiran baru yaitu Lampiran XIl, l,ampiran
XIII, Lampiran XIV, t^ampiran XVI dan Lampiran XVI sebagai
berikut :

I.ampiran XII : DAFTAR PIUTANG DAERAH.
LampiTAN XIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN

INVESTASI DAERAH LAIN}.IYA.
LampiT.An XIV : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN

ASET LAIN.LAIN.
LampiTan XV : DAFTAR KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN

Lampiran XVr , 3#fo"'"'ilX JXiXi'C*
h. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil
koreksi pada rancangan peraturan daerah.

II. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.
1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :

bahua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l Peraturan Daerah
Kabupaten l,ampung Tengah Nomor ..... Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O23, perlu rnenetapkal Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran lQlJ sslagai landasan oprasional pelaksanaannya;

2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada
rancangan peraturan daerah.

3. Batang Tubuh :

a. Pasal I berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim yang dituangkan dalan batasan pengertian atau definisi
dan/atau hal-hal la:n yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 l^a.mpiran
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturaa Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhrr dengam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, Dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan ;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan
Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil;

: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian
Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatal
dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara;

Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;

Lampiran II

Lamprran lll

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampira;r IX

Lampiran X
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Lampiran XI

L,ampiran XII

l,ampiran XIII

Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PeTFKTP;

Daftar Alckasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja
klodal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

4. Lampiran:
a. Lampiran II :

Agar dicantumkan kolom bertambah / (berkurang) dalam bentuk
Persentase (7") dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :

1) dasar hukum pendapatan.
2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan surrrber
pendanaan sub kegiatan.

3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, da-r. tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaa:r.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

b. Tambahkan 2 (dua) Lampiran baru yaitu l,ampiran V dan
l,ampiran VI sebagai berikut :

LampiTan V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

tampiran V: DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DA}I BESAILqN BELANJA BAGI HASIL.

c. Lampiran V diubah menjadi la.mpiran VII, dan judul diubah
menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORCANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OzuEK, DAN R]NCIAN
OBJEK DAI{ SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN.

d. Lampiran VI diubah menjadi l,ampiran VIII dan judul diubah
menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MII{YAK BUMI
DAN PERTAL{BANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MII.IYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OB.'EK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

e. Lampiran VII dihapus.
f. L,ampiran VIII diubah menjadi L,ampiran IX dan judul diubah

menJadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN
DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN
PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM
PRIORITAS PERBATASAN NEGARA.
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(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya
sebesar Rp1.934.a20.742,45 atau 0,30o/o dari gaji pokok
sebesar Rp644.806. 7 1 4. 1 50,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp 1.495.345. 133,55.

c) Penyediaan anggar€rn dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kcsehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan beru pa:

(1) Sub Kegiatan Pelal<sanaan Medical Check LIp Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp100.00O.000,0O;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Clrcck Up DPRD sebesar
Rp108.400.000,OO.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D. 16.a.2).c).(2).(c)
tampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun ?nggaran 2023.
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung
Tengah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada
ketentuan Peratural Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023..

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rp3 l 601 .O04.9O0,0O, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2Ol7 terltang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentalg Pengelompokan
Kemampuan Keuangar: Daerah serLa Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap
memperhatikar, aspek efektivitas, efisiensi, kewqlaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan
anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gqii dan Tunjangan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar
Rp 1. 1 14.260.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah
diubah dengan tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:
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Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

APBD'I'A 2023 P-APBD TA 2023

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp I . 500. 27 I . 5O0,OO dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan rlan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagairnana telah diubah Cengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tatrun 2023 atau 145ol" dari uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten I-a.mpung
Tengah untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran
untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar
Rp152.737.200,00;

{4) Belanja Tunjangan Kornunikasi lntensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp8 820.000.000,00 Lelah sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Can Anggota Dewanr Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 1 5 sebagai berikut:

NO
JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

I

JUMLAH GAJI
POKOK DAN UANG

REPRESENTASI (Rp}

JUMl.AH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

JUMI-AH GAJI
POKOK DAN

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

I
Ketua (setara dengan
gaji pokok Gubernur) 2.100.ooo,oo 1 210.000,00

2
Wakil (80% dari uang
representasi Ketua
DPRD)

J 5.040.000,00 168.000,00

3 Anggota (757" dari uang
reprentasi Ketua DPRD)

46

Jumlah Pimpinan dan 50An ta

72.450.OOO,OO

79.590.000,00

46 1.575.O00,O0

+ 50
79.590.000,00

5 Uang representasi x 14
Bulan) 114.260.OOO,OO

114.260.O00,00

Alokasi rrang representasi
pada APBD 114.260.000,00

114.260.000,O0

Selisih lebih bavar o,oo 0,00

3



NO
KOMPONEN

PERHITUNGAN

APBD TA 2023

JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGCOTA

DPRD

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

I 5 x dari uang
representasi Ketua
DPRD selama 12
Bulan

600 10.s00.000,00 600 10.s00.000,00

Jumlah Pagu 6.300.ooo.000,00 6.300.000.000,o0

2 Alokasi Tunjangan
Komunikasi
lntensif pada APBD

8.820.O00.OO0,O0 8.820.000.000,o0

2.s20.000.000,o03 Selisih 2.s20.000.000,00

Tabel 15
Belanja Tuniangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan

Anggota DPRD

P- APRD "IA 2O2J

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran Belanja
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD seharusnya sebesar Rp8.82O.OOO.OOO,O0

atau terdapat selisih lebih sebesar Rp2.520.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan
Komurrikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2O17 tentarrg Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.OOO.0O0,00
belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewar Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahu,r 2023 dat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya sebesar
Rp 1.575.OOO.OOO,OO sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp630.00O.000,00 seba.gaimana tercantum dalam Tabel 16

sebagai berikut:
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NO
KOMPONEN

PERHITUNGAN

APBD TA 2023
(1)

APBD TA 2023
t2)

JUMI,AH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD

UANG
RDPRESENTASI

{Rp)

I 5 x dari uang
representasi Ketua
DPRD (KKD
Rendrh)

150 10.500.000,00

1.575.000.000,00

i50

Jumlah pagu 1.575.000.O00.00

2.205.OO0.O00,002 Alokasi Tunjalgan
Reses pada APBD 2.205.OOO.OOO,OO

Selisih 630.O00.000,o0
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Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DFRD

10.s00.000,00

630.000.000,00

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sehesar
Rp8.568.OOO.OOO,0O harus mempedomani Peraturarr
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Stardarisasi
Sarana dan Prasarala Kerja Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1l Tahun 2007;

(7) Belanja Tu njangan Transportasi DPRD sebesar
Rp8.335.200.000,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut
diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewal Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan
Perumahan dal Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggob. DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Pirnpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar
Rp393.12O.OOO,0O belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
seharusnya sebesar Rp252.000.00O,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp I a I . 1 20. 000,00, sebagaimana tercantum d alam
Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD

APBD TA 2023

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Larapung Tengah harus
menyesuaika.n besaran alollasi anggaran Dana Operasional
Fimpinan DPRD sesuai ketentuan Pase.l 22 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daera-h serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operasional.

Dalam ha1 alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus
memperhatikar asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara
selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor I 8 1'ahun 20 17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewarr
Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O23.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daeralr
Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bu pati sebesar
Rp600.000.000,00 atau 0,22o/o d,ari total Pendapatan Asli l)aerah

NO KOMPONEN
PERHITUNGAN

5 x Uang Repres€ntasi
Ketua DPRD x 12 trulanI KetUA DPRD

5 x Uang Representasi
Ketua DPRD x 12
bulart

)

Wakil Ketua DPRD
2,5x3OrangxUang
Representasi Wakfl Ketua
DPRD x 12 Bulan

2,5x3OrangxUang
Representasi Wa.kil
Ketua DPRD x 12
Bulan

Jumlah Dana Operasional 252.O00.000,oo 252.000.000,00

Alokasi uang representasi
pada APBD

393.120.000,O0 393. 120.000,00

Selisih 141. 120.O00,00

APBD TA 2023

I 4 1. 120.OOO,00
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sebesar Rp54. 112.817.694,29 dapat dianggarkan dan penentuan
besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rpa00.000.000,00 dan paling tinggi O,4Oo/o dari target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp5O.0O0.0OO.O0O,00 sampai dengan
Rp 1 5O.OOO.OOO.OOO,OO.

Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi alokasi anggaran
dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 hurufh Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepa-la Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula
sebesar Rp103.016.898.031,00 berkurang sebesar
Rp8.353. 1O3. 162,00 menjadi sebesar Rp94.663.794.869,00 atau
3,43"/0 d,ai total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.4I8,OO
yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Keq'a ASN semula sebesar
Rp97.061.991.6,19,00 berkurang sebesar Rp8.177.929.233,00
menjadi sebesar Rp88.884.062.386,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efrsiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan an ggaran
sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a. 1)j).(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten L,ampung Tengah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN

setelah mendapat persetu1uan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepaslian pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran2022.
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6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif l,ainnya
ASl.l semula sebesar Rp230.573.025.374,OO berkurang sebesar
Rp724.O47.OOO,OC menjadi sebesar Rp229.84a.978.374,00 atau
8,33% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.4 i8,00
yang arltzua lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Rp5.697.993.874,OO;

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
sebesar Rp 427.977 .5OO,OO;

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar
Rp202. 1 17.41 7.000,00;

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Curu PNSD sebesar
Rp7.937.000.0O0,00;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp14.130.000.000,00
berkurang sebesar Rpa6l.a 1O.000,0O menjadi sebesar
Rp13.668.59O.000,00 yang diuraikan antara lain ke dalam sub
rincian objek belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggurrgjawaban Pengelola Keuangan
semula sebesar Rp1 1.9 14.560.000,00 berkurang sebesar
Rp 1 4 1.53O.000,00 menjadi sebesar Rp I 1.773. 030.000,00;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Rp2.104.440.000,00 berkurang sebesar Rp319.88O.000,00
menjadi sebesar Rp 1.784. 560.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahul
2010 tentang Tata Cara Periberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalam peraturan pemndang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D.16.a.1)j).(8) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Allggatat 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima
irrsentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
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Pemberia"an dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggunglawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.1)j).(9) L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tenta ng Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efelcLifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengar,
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

c) Pasal 3 ayat (21dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jamirran
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada t-asilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk. Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp542.614.t18.705,00 bertambah sebesar Rp34.338.053.513,00
menjadi sebesar Rp576.952.772.21a,OO atau 20,9 7o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yar,g nilai rnanfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan €rnggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercantum pada objek:

1) Belanja Barang semula sebesar Rp89.092.901,975,00 bertambah
sebesar Rp8. 359. 8 I 4. 863,00 rnenjadi sebesar Rp97 .452.7 16.838, 00
atau 3,53o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,O0 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
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a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp88. 865. 725.975,00 bertambah sebesar Rp8.463. 828.863,00
menjadi sebesar Rp97.329.554.838,00 atau 3,537o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759. 154.996.418,0O yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semuia sebesar
Rp52 1.6 17.00,00 bertambah sebesar Rp9.a73.800,00 menjadi
sebesar Rp53 1.090.800,00;

c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rp6.498.22O.545,00 bertambah sebesar
Rp230.86 1 . 400,00 menjadi sebesar Rp6. 729. 08 1 .945,00 ;

d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
semula sebesar RpI5.461.693.766,00 bertambah sebesar
Rp840.685. 1 7 1,00 menjadi sebesar Rp 1 6.3O2. 378 .9 37,OO ;

e) Belanja Alat/Bahal untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula
sebesar Rp572.330.000,O0 bertambah sebesar
Rp242.680.O0O,OO menjadi sebesar Rp8 I 5.0 1 O.O0O,OO;

I Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula
sebesar Rp981.135.700,00 berkurang sebesar
Rp102.3O7.80O,00 menjadi sebesar Rp878.827.90O,00;

g) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera
Mata semula sebesar Rp22a.125.000,00 bertambah sebesar
Rp 1 7.62 5.000,00 menjadi sebesar Rp24 1 . 750. 000,00

h) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp2.255.2a4.880,OO
bertambah sebesar Rp2.266.143.472,00 menjadi sebesar

w4.521.428.352,OO;;

i) E-telanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar
Rpf6.864.470.000,00 berkurang sebesar Rp800.255.000,00
menjadi sebesar Rp 16.O64.2 I 5.0O0,OO;

j) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar
Rp2.639.365.000,00 bertambah sebesar Rp781.095.000,00
menjadi sebesar Rp3.420.460.000,O0;

k) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Sosial semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar
Rp I 8. 000.000,00 menjadi sebesar Rp I 8.000.000,00;

1) Belanja Makanan clan Ntinuman Aktivitas l,apangan semula
sebesar Rp2.015.800.000,00 berkurang sebesar
Rp23.940.000,00 menja.di sebesar Rp 1.99 1.860. O00,00;

m) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp63.800.OO0,00;

n) Belanja Pal<aian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp2O4.600.000,00;
o) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp533.650.O0O,O0;
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p) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar
Rp 186.575.450,00 berkurang sebesar Rp2 I .6 I 1 .550,0O menjadi
sebesar Rp 164.963.900,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanazrnnya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume peke{aan serta
memperhitungkan estimasi sisa pcrsediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengart rnenerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
dalam rangka efisiensi dan efelitifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taltun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter.tar,g
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Barang r^ntuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rp30.201.855.500,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan progrzrm, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
],ang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, keu'ajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan guna mencapai target kine{a yang ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D. 1 6.a. 2).c).( I ).(b) dan butir D. I 6.a.2).c). ( 1 ).(c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/ pihak ketiga / pihak lain dianggarkan sebesa"
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.

2l Belei.nja Jasa semula sebesar Rp182.690.213.552,00 bertambah
sebesar Rp3.482.386.413,0O menjadi sebesar
Rp186.172.599.965,00 atau 6,7SVodari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:
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a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rpf 43.143.853.995,00
bertambah sebesar Rp4-342.735.366,0O menjadi sebesar
Rp147.486.589.361,00 atau 5,357o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor anta-ra lain diuraikan ke dalam
sub rincian obiek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembau,a Acara, dan Panltia semtrla sebesar
Rp4.3S4.416.500,00 berkurang sebesar Rp250.632.500,00
menjadi sebesar Rp4.083. 784.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp7.931.825.900,00
berkurang sebesar Rp650.755.000,00 menjadi sebesar
Rp7.281.O7O.9OO,OO;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semuia
sebesar Rp8.446.900.000,00 berkurang sebesar
Rp 1 23. 700. 000,00 menjadi sebesar RpS. 323. 2O0.O00,00 ;

(4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi lnformasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rp377.040.000,O0 berkurang sebesar
Rp59.6a0. 000,O0 rnenjadi sebesar Rp3 I 7. 4O0. 000,O0 ;

(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar
Rp6.573.462.558,00 berkurang sebesar Rpl.500.000,00
menjadi sebesar Rp6. 57 1 . 962. 558,0O;

(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Llmum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp5.717. 1 1O.OO0,O0 berkurang sebe3ar Rp185. 16O.000,O0
menjadi sebesar Rp5.53 1.950.000,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Pearadam Kebakaran dan
Penyelamatan sebesar Rp565.725.OOO,OO;

(8) Belanja Jasa 'Ienaga Administrasi semula sebesar
Rp10.362.900.000,00 berkurang sebesar Rp1 02.900.000,00
menjadi sebesar Rp f 0.260.000.000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar
Rp3.639.OO0.OO0,0O berkurang sebesar Rp66.OOO.OO0,00
menjadi sebesar Rp3.573.000.00O,00;

(10) Belanja Jasa Tenage Pelayanan Umum semula sebesar
Rps. 030. 000.000,00 berkurang sebesar Rp92.O0O. 0O0, 00
menjadi sebesar Rp4.938. OOO.OOO,0O;

(1 1) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar
Rp3.454.064.000,00 berkurang sebesar Rp333.604. 000, 00
menjadi sebesar Rp3. I 3O.460.O0O,OO;

(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp3.387.950. 000,00 bertambah sebesar Rp229.000. 000,00
menjadi sebesar Rp3.6 16. 950.000,0O;
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( 13) Belanja Jasa TenFga Keamanan semula sebesar
Rp7. l61.OOO.OOO,00 berkurang sebesar Rp323.O0O.000,O0
menjadi sebesar Rp6.838.000.000,00;

( 14) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar
Rp1 .268.47 2.0C,0,00 berkurang sebesar Rp 1 00. I 82.000,00
menjadi sebesar Rp 1. 1 68. 290.000,00;

(15) Belanja Jasa Tenaga Informasi cian Teknologi semula
sebesar Rp2.441.40O.000,00 l:ertambah sebesar
Rp20. 000. 000,00 menjadi sebesar Rp2.46 r . 400. 000,O0;

(16) Belanja Jasa Iklan/Reklanre, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp43.000.000,00 betkurang sebesar
Rp 1 2. 000.000,00 menjadi sebesar Rp3 I . 000.000,00;

(17) Belanja Kawat/ Falsimili/ Internet/TV Berlangganan semula
sebesar Rp4. 159.72O.87 I ,OO bertambah sebesar
Rp 1 08.793. 1 76,00 menjadi sebesar Rp4. 268. 5 1 4. O47,OO

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikal asas kepatutan.
keu'ajaran, rasionalitas dan efektivitas daiam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kineq'a sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaErn jasa yang didasarkan pada peftirnbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kine{a pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik yalg dituangkan dalam pe{anjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peratllran perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan butir
D.16.a.2).c1.(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tzrhun Anggarat 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar
Rp23. 171.885.304,00 bertambah sebesar Rp2.336.a55.6O0,00
menjadi sebesar Rp25.5O8.34O.9O4,OO ata.u O,92o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.7 59. 154.996.4 I 8,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi
Jaminan Kesehatan bag, PBI semula sebesar
Rp20.899.317.600,00 bertambah sehsar Rp2.336.857.600,00
menjadi sebesar Rp23.236. 175.2OO,OO, dianggarkan dalam
rangka mewujudkan Uniuersal Health Couerage (UHC) bagi
seluruh penduduk yang drdaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten
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Lampung Tengah dengan manfaat pelayanan di rua,ng perawatan
kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu
Pekeq'a Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah wajib
melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D .16.a.21.c1.(2) .(b).v.viii) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintatr Kabupaten
Lampung Tengah tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahr:.ya dengan skema ganda
sebagaimana dimaksud butir D. 16.a.2).c).(2).(b).vi l,ampiran
Peraturran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaraa 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan ailggaran yang tercantum
pada:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dau BP
Kelas 3 semulia sebesa-r Rp17.9O9.220.000,00 bertambah
sebesar Rp1.400.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 19.3O9.22O.OOO,OO;

(2) Belanja luran Jaminan Kesehatan bsgi Non ASN sebesar
Rp333.747.000,00;

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keda bagi Non ASN
semula sebesar Rpl.574.773.O00,00 berkurang sebesar
Rp 1.000.O0O,00 menjadi sebesar Rp I . 57 3.7 7 3.000,00

dapat diangga:kan untuk Belanja luran Jaminan Kesehatan,
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran
Jaminan Kematian bag pekefa/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) yang dipekerjakan melalui pe{anjian kerja/kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan.
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian sesuai ketentuan D.16.a.2).c).(2).(b).v,
D.t6.a.2l.cl.(2).(b).vi, D.t6.a.2l.c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d),
dan D. 16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Daiam
Negeri Nornor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

c) Penyediaan €rngg€rran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp3.O37.725.8OO,OO berkurang sebesar Rp 1 19. i 1 I .9OO,OO

menjadi sebesar Rp2.918.613.900,00 atau 0,11olo dari total
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belanja daerah sebesar Rp2. 7 59. 1 54.996. 4 1 8,00 yang antara
Iain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semuia

sebesar Rpl.356.210.000,OO berkurang sebesar
Rp279. 000.000,00 menjadi sebesar Rp 1.077.2 i 0. 000,00 ;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
semula sebesar Rp427.OOO.OOO,OO bertambah sebesar
Rp i 0. 700. 0O0,0O menjadi sebesar Rp437. 700. 00O,O0 ;

(c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula sebesar
Rp988.978.800,00 bertambah sebesar Rp78.703. i00,00
menjadi sebesar Rp 1.067.68 1 .900,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp l. I 77.O49.000,00 bertambah sebesar Rp I 74.450.00O,00
menjadi sebessl Rp 1.35 1 .499.000,00 atau 0,057o dari total
belanja daerah sebesa.r Rp2. 759. 1 54.996. 4 I 8,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub -incian objek:
(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

semula sehsar Rp714..150.000,00 bertambah sebesar
Rp83.600. 000,00 menjadi sebesar Rp798. 050.000,00 ;

(b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp271.5OC.00O,0O
bertamba h sebesar Rp I O.85O.OO0,O0 menjadi sebesar
Rp282.350.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap l.ainnya semula sebesar
Rp139.750.000,00 bertambah sebesar Rp32.500.000,00
menjadi sebesar Rp172.250.000,00 atau 0,010% dari tota-1

belanja daerah sebesar Rp2. 759. I 54.996. 4 I 8,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa AIat Musik
semula sebesar Rpl39.750.000,00 . bertambah sebesar
Rp32. 500.000,00 menjadi sebesar Rp 1 72. 250. 000,00.

dapat dianggarkal namun dalam pelaksanaa.nnya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanju'tnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentaag Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Per:gelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerale serta
maksud butir D. 16.a.2).c).(2).(0 Lampiran Peratu ran Menteri
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Dalam Negeri Nomor 84 Talun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyedia.an anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp5. 3 1 1 . 1 97. 453,00 berkurang sebesar Rp3.634.297 .453,00
menjad: sebesar Rp 1.676.90O.000,00 atau 0,06%o dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 759. 1 54.996. 4 1 8,00 yang antara
lain tercantum pada:
(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa

Desain Rekayasa untuk Kontruksi Pondasi serta Struktur
Bangunan semula sebesa-r Rp1.430.000.000,00 berkurang
sebesar Rpl.36O.000.000,00 menjadi sebesar
Rp7O.00O.OOO,O0;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula
sebesar Rp7S.OOO.OOO,OO bertamtrah sebesar
Rp I 20.000.O00,00 menjadi sebesal Rp 1 95. O0O. 000, 00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Transportasi
semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar
Rp50.000.000,00 menjadi sehsar RpO,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi l.ainnya-Jasa Manajemen
Proyek Terkait Kontruksi Peke{aan Teknik Sipil Lainnya
semula sebesar Rpl.052.690.000,00 berkurang sebesar
Rp38.5.940.O00,00 menjadi sebesar Rp666. 750. 000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rp2. 468. 500. 000,00 berkurang sehsar Rp 1 . 02 1 . 500.000,00
menjadi sebesar Rp1.447.000.000,00 atau 0,05% dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 759. 1 54.996. 4 1 8,00 yarrg antara
lain tercantum pada:
(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-

Pengembangan Pertanian dan Perdesaan semula sebesar
Rp2 74. 0O0. OO0,00 berkurang sebesar Rp2 04. 000. 000,0O
menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar
Rp1.492.000 0O0,00 berkurang sebesar
Rp522. 000. 000,00 menjadi sebesar Rp970. 000. 000, 00 ;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi l,ayaman-Jasa
Khusus semula sebesar Rp1OO.0O0.O0O,00 bertambah
sebesar Rp222.000.000,00 menjadi sebesar
Rp322.000.000,00;

dianggarkan narnun dalara pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efelrtivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
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kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dirnaksud
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibioang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran beianja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep fiil costing atau nilai aset tetap ,yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangenan aset sampai siap digur:akan sesuai
ketentuan butir D. I 6.a.2).c).(2).(g) l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anygaran 2023.

e) Relanja Kursus/Pelarihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rpa.1 10.252.000,00
bertambah sebesar Rpl.371.154.800,00 menjadi sebesar
Rp5.481.4O6.8OO,0C atau O,2Ooh dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759. 15a.996.418,00 yang antara lain tercantum
pada:
( 1) Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan semula sebesar

Rp3.556.000.000,00 bertambah sebesar
Rp1.458.804.800,00 menjadi sebesa.r Rp5.O 14.804.800,00;

(2) Belanja Bimbingan Teloris semula sebesar Rp.0,00
bertambah sebesar Rp31.IOO.OOO,0O menjadi sebesar
Rp31.100.000,00;

(3) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar
Rp554. 2 52. 000,00 berk'.rrang sebesar Rp 1 1 8. 750. 000,00
menjadi sebesar Rp435. 5O2.0O0,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaarl anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayalan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp1 1.992. 190.500,00 bertambah sebesar Rpl. 161.385.000,00
menjadi sebesar Rp13.153.575.5O0,O0, dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
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Tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Ratyat Daerah Kabupaten / Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan
Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 188. l/88O8/SJ tanggal 22 Oktober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penlrrsunan APBD Tahun
Pnggaran 2023.
Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan dr luar daerah harus
dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara seta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbinga,n teknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, uorkshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten / kota yang bersangrutan secara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
serta lembaga pengembErngan SDM yang korqpgten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona ltints Di.sease- 19 sesuai ketentuan butir
D. l6.a.2l.cl.(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produlrtif dan aman Corona Virus Drsease
19 di berbagai aspek kehiduparl dan pemanfaatan teknologi
informasi serta efisiensi pernbiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, uorkshop, lokal<arya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan *cara virfinl maupun hgDnd sesuai ketentuan
butir D. 16.a.2).c).(2).(i).v. l,ampiran Peraturan Menteri Da]am
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Talun Anggaran 2O23.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp22.161 .821.299,OO
bertambah sebesar Rp7.767.7O9.551,O0 menjadi sebesar
Rp29.929.530.850,00 atau 1,0870 dari totd belanja daerah sebesar
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Rp2.759.154.996.418,00yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serrrula sebesar
Rp17.086.839.000,00 berkurang sebesar Rp760.830.000,00
menjadi sebesar Rp16.326.OO9.OO0,00 atau O,597o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,OO .yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
(1) Belanja Pemeliharaan Alat turgkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Dinas Be:motor Perorangan semula
sebesar Rp85.000.O00,00 berkurang sebesar
Rp23. 0OO.O0O,00 menjadi sebesar Rp62.000. 000,00 ;

(2\ Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rp10.342.960.000,00 berkurarg sebesar
Rp59.79O.O0O,00 menjadi sebesar Rp1O.283. 170.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semuia
sebesar Rpl.658.900.000,00 berkurang sebesar
Rp35. 40O. O0O,OO menjadi sebesar Rp I .62 3. 50O. OO0,OO ;

(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatar, Jaringan semula sebesar Rp2 17.500.000,00
bertambah sebesar Rp1O.0O0.0OO,0O menjadi sebesar
Rp227.500.0t)0,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Kompurter Lainnya sebesar Rp t 5.000.000,00.

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senrula sebesar
Rp3.587.523. 170,00 bertambah sebesar Rp9.570.377.280,00
menjadi sebesar Rp13.157.90O.450,00 atau O.48o/" dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,OO yang antara
lain tercantum pada:
( 1 ) Belanja Peraeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung

Tempat Kery'a-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar
Rp3.446.94 1 . 7 20,OO bertambah sebesar Rpa.92 5.37 7 .28O,00
menjadi sebesar Rpl2.37 2.3 19. 000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Ke{a-Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp0,00
bertambah sebesar Rp7a5.000.000,00 menjadi sebesar
Rp745.0OO.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Taman semula sehsar Rp112.331.450,00
berkurang sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 12.331.aSO,OO;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebesar
Rp20.250.000,0O:

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
sebesar Rp1.487.459.129,OO berkurang sebesar
Rp 1. I 1 1.837.729,OO menjadi sebesar Rp375.62 1.400,00 atau
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O,Olo/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2. 759. 1 54. 996.4 I 8, 0O yErng antara lain tercantum pada:
(1) Belanja Pemeliharaan lnstalasi-Instalasi Pengolahan

Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah l,ainnya sebesar
Rp43.a48.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Instalasilnstalasi Pembangkit Listrik-
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar
Rp60.O0O.O00,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum l,ainnya sebesar Rp12.753.400,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan
Listrik t ainnya sebesar Rp241.920.000,O0;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepattrtan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedonran Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta bulir
D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp1.487.459.129,OO
berkurang sebesar Rp 1 . 1 1 1 .837 .729 ,OO menjadi sebesar
Rp375.621.400,O0 atau O,Olo/" dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. I 54.996.4 l8,OO.

Selanjutnya, Belanja Perjalanarr Dinas Dalam Negeri antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:
( I ) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-

Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar
Rp43.448.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-lnstalasi Pembangkit Listrik-
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar
Rp60.00o.0Oo,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan
.{ir Minum Lainnya sebesar Rp12.753.400,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan
Listrik Lainnya sebesar Rp24 1.920.0OO,0O;
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harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
pe!'alanan dinas dimalsud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkarr secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar satuan biaya untuk pe{alanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presideo Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2).c).(a) L^ampiran Peraturan Menteri Dal,m Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penyediaan anggarErn pada belalja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kota pada Penenntah Daerah penyelenggara dan dibia).ai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentartg Pedoman Penyusunal APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunalan untuk mengangga-rkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanalan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(a).(a).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja pedalanan
dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat
urgent d,an mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
l,ampung Tengah antara lain telah memiliki pe{anjian kerja sama

antara Pemerintah Kabupaten lampung Tengah dengaa pihak luar
negeri dan dalam pelaksa-naannya juga harus berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 20O5 tentang Perjalanan Dinas
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Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perl'alanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegal terjadinya penularan COVID-L9 di
Indonesia, maka Pemerintah Kahupaten Lampung Tengah. agar
menunda pelaksanaan pe4'alanan dinas ke luar negeri, kecuali
kegiatan yang bersifat urgent sebagatmana diranksud Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor O99 16937/SJ tanggal 6 Desember 202 1

tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggar€rn perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah sernula sebesar Rp2.556.266.O00,00
bertambah sebesar Rp487.445.000,00 menjadi sebesar
Rp3.043.711.000,00 atau 4,lsYo dari total belanja pada
Sekretariat Daerah sebesar Rp73.368.902.68 1, 00;

b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp2O.5O9. 134.0OO,00
bertambah sebesar Rp1.413.128.000,00 menjadi sebesar
Rp19.096.006.000,00 atau 23,95%o dari total belanja pada
Sekretariat DPRD sebesar Rp79. 736.060 . 47 6,OO ;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangal Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2O23 sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten L,ampung Tengah
dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan arr.an COVID-L9 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat semula sebesar Rp 1 . 4O4. 060. O00, 00
bertambah sebesar Rp288. 150.OOO,O0 menjadi sebesar
Rp1.692.21O.C00,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak
Lain/ Masyarakat sebesar Rp 1.692.21O.O0O,OO yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp599.210.00O,00 dapat dianggarkan daengan
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
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kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengam itu, penyedia€rn angg.rran tersebut hanya untuk
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasionai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan bu Lir D.16.a.2).c).(5).(a) l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter,talrg
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp97.1 17.263.O1O,0O
bertambah sebesar Rp7.872.590. 170,00 menjadi sebesar
Rp104.989.853.180,00 atau 3,81olo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian
objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp34. 184.O00.000,00 bertambah sebesar Rp1.884.968.000,00
menjadi sebesar Rp36.068.968.000,00 yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah
Pusat;

b) Belanja Hibah kepada Badan, .l-:embaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp56.847.059.2 10,00 bertambah sebesar
Rp5.3 1 2. 1 69.93O,OO menjadi sebesar Rp62 . 7 59.229 . 1 4O,OO yang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar
Rp3.303. 400. 000,00 berkurang sebesar Rp 1 .6 I 6.000. 000,00
menjadi sebesar Rp1.687.a00.0OO,0O; Yang diuraikan ke
dalam sub rincial objek Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Pcraturan Perundang-Undangan;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Irmbaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp26.2al.rfi2.OOO,OO, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan l,embaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp25.98O. 800.000,00 dan sub
rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan
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Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
S urat Keterangan Terdaftar sebesar Rp260. 83 2. OOO, OO ;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar
Rp25.O98.483.28O,O0 bertambah sebesar
Rp7.331.587.930,00 menjadi sebesar Rp32.a30.071.2 10,00
yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sehsar Rp21.31 1.500.000,00 dan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan irmbaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar
Rp1 1.118.571.210,OO;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik
sebesar Rp2.297 .337 .000,00.

2) Bantuan Sosial tidak dianggarkan.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar
Rp3 1 2. 483.68 2.8 12,OO bertambah sebesar Rp37. 1 97.9 I 0.993,O0 menjadi
sebesar Rp349.681.593.805,00 atau 72,670/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 agar penganggaran diprioritaskan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.l6.b.
Lampiran Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terrtang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Penganggaran belanja modal tersebrrt digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor i2
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturari Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milil< daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD

dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (neu initiatiue) d,ao angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-OPD.
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Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, per'.etapan
standar kebutuhan oleh Brrpati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahttn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diut,ah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O dan Pasal 20 Peraturan lvlenteri Dalam Negeri
Nomor 19 Talun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan butir D.16.b.9) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 ten.tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Dalam hal pelal<sanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak.
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penamba-han nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10olo (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2027.

Penyediaan angg€rran belanja Modal ,vang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah Rp1.300.000.000,00 atau 0,057o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759. 1 54.996. 4 1 8,OO;

b. Beianja Modal Pera-latan dan Mesin semula Rp69.178.480.463,00
bertambah sebesar Rp7.290.250.752,00 menjadi sebesar
Rp76.468.731.2f 5,00 yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp4.50O.OOO,OO

berkurang sebesar Rp4.500.000,00 menjadi sebesar RpO,OO atau
0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.O92.O76.0O0,0O
berkurang sebesar Rp21l.O82.00O,OO menjadi sebesar
Rp1.880.994.000,00 atan O,O7o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,0O yang diuraikan ke dalam objek:

(1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar

Rp5O0.494.000,0O;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar
Rp963.300.000,00;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Rp417.2O0.O00,OO;

3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp20.000.000,00
berkurang sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar RpO,O0 atau
0,007. dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.4 i8,00;

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp2.O 47 . 596.7OO,00 bertambah sebesar Rp I 7.956. 850,OO menj adi
sebesar Rp2.O65.553.550,00 atau O,O7%o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan ke dalam rincian
objek:
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a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp283.275.OOO,CO

berkurang sebesar Rp139.309.400,00 menjadi sebesar
Rp143.965.600,00;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Rp1.585.829.50O,00 bertambah sebesar Rp160.034.000,00
menjadi sebesar Rp1.745.863.500,00;

5) Belanja Modal Alat Stttdio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sebesar Rp224.629.5OO,OO berkurang sebesar Rp53.45O.OO0,OO

menjadi sebesar Rp171.179.500,00 atau 0,01% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 18,00 yang antara lain diuraikan
ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Alat Studio semulaRp22l.O29.50O,00 berkurang
sebesar Rp 1 1 2. I 50. O0O,00 menjadi sebesar Rp I 08. 879. 5O0, 00

b) Belanja Modar Alat Komunikasi semula sebesar Rp3.600.000,00
bertambah sebesar Rp58.700.000,00 menjadi sebesar
Rp62.30O.OO0,00.

6) Belanja Modal Komputer semula Rp2.6O6.524.000,00 bertambah
sebesar Rp I 7 1.339.800,00 menjadi sebesar Rp2.7 7 7 .863.800,00
atau O,lOo/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rp2.301.574.000,00 bertambah se'Desar Rp49.389.800,00
menjadi sebesar Rp2.350.963.800,00.

7) Belanja Moda-l Peralatan Komputer semula sebesar
Rp304.950.0O0,00 bertambah sebesar Rp 1 2 1 .950. 000,O0 menjadi
sebesar Rp426.9O0.0O0,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp80.343.217.882,00 bertambah sebesar Rp97.928.838.376,0O
menjadi sebesar Rp178.272.O56.258,OO atau 6,460/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.15a.996.418,00 yang antara lain diuraikan
ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Keda semula sebesar Rp7a.93O.297.882,OO bertarnbah sebesar
Rp97.951.251.076,00 menjadi sehsar Rp176.881.548.958,00
Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keq'a antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Betanja Modat Bangunan Gedung Kantor sebesar
Rp41.638.625.438,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp818.165.720,00;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar
Rp 1 33. I 77.750.00O,00;

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja L,ainrrya sebesar
Rp927.125.200,00;

(5) Belanja Modal Taman sebesar Rp319.882.60O,00
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d. Belanja Modal .lalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar
Rp161.347.774.467,OO berkurang sebesar Rp68.336.688.135,00
menjadi sebesar Rp93.011.086.332,00 atau 3,37o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.15a.996.418,OO yang diuraikan ke dalam
objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rp I 53.8 1 5.57 l.4O7,OO berkurang sebesar Rp68.8 1 6.829 .824,OO
menjadi sebesar Rp84.998.741.583,00 atau 3,087o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00 yang diuraikan
pada rincian objek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp72.892.789.715,00;

b) Belanja trlodal Jembatan sebesar Rp12.105.951.868,00;
2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp7.022.203.060,00

berkurang sebesar Rpl.950.658.311,00 menjadi sebesar
Rp5.071.544.749,00 atau 0,187o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp244.2f 0.0O0,00
bertambah sebesar Rp235.510.000,00 menjadi sebesar
Rp529.720.000,00 atau O,O2o/o dai total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,O0 yang <liuraikan ke dalam objek Belanja
Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2O22 tent-allg Percepatan Peningkatan Penggunaarr
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Selanjutnya, penyediaan angga-ran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Rp 13.7 16.396.089,00 bertambah sebesar Rpl.422.2OO.000,00
menjadi sebesar Rp 1 5. I 38.596.089,00;

b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar
Rp 10.9 12.000.000,00 bertambah sebesa.r Rp5.006.029.000,00
menjadi sebesar Rp 1 5.9 18.029.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualita's dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang

kompetitif dalErm rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus tersedianya peial anan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyarakat.



5 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaar darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampakn5,a serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D. 16.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rp 1 5. 000. 000.000,00 berkurang sebesar Rp8. 500.000. 000, 00 menjadi
sebesar Rp6.500.000.000,00 atau O,24yo dari total belanja daeran
sebesar Rp2.759. 154.996.418,00 dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Transfer

Penyediaan €rnggaran Belanja Transfer semula sebesar
Rp47 1.669.883.92O,OO bertarnbah sebesar Rp394.45O.OO0,0O menjadi
sebesar Rp472.Q64.333.920,0O atau 17,17o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.7 59. I 54.996. 4 I 8,00 yang diuraikan pada :

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar RpI3.642.460 .72O,OO bertambah
sebesar Rp394.450.0OO,00 menjadi sebesar Rp14.O36.9t0.72O,OO
atau 0,519/0 dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan antara lain ke dalam
rincian objek yaitu:
1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

sebesar Rp12.937.033 .22O,OO atau l07o dari total pendapatan
pajak daerah sebesar Rp I 29.37O.332. 197,OO;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerin+ah Desa paling sedikit sebesar
lOo/o (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang,traturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa sebagaimana telah
diubah teral<hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

6

-87 -
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2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rp 1.O99.877.500,00 atau 10%o dari total pendanatan
retribusi daerah sebesar Rpl 0.998.775.000,00;

telah memenuhi alokasi angg€rran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
sebesar l0o/o (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 2O 19 dan butir
D.16.d.2).a).(8) L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp458.O27.423.2OO,00 atau
16,6O/o dari total belanja daerah sebesa-r Rp2.759.154.996.418,00
yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bantuan Kabupaten/ Kota kepada Provinsi sebesar
Rp146.961.244.200,00 atau 5,3370 dari total belanja daerah
sebesar R p2.7 59. | 54.996. 4 1 8,00;

2l Belanja Bentuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp3l 1.O66. 179.000,00
atau ll,27yo dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759. 1 54.996.4 1 8,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tuJ uan tertentu
Iainrrya guna memberikan manfaat fagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-
undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS
yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Kabupaten/ Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-L9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja rvajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi angga.ran

kesehatan.
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Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungiawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam bulir
D. 16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentar g Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, kecuali ditentukan lain sesua; dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp5l .292.27 1.925,OO
bertambah sebesar Rp51.4O9.551.051,00 menjadi sebesar
Rp102.701.822.976,OO dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel i8
sebagai berikut:



Tabel 18

Pembiavaan Daerah

Target Realisasi
Semester I

Target Perubaharr
APBD Tahun

Anggaran 2023
(Rp)

l0-9:5I 5 7-6 5

102.701 .a22,.976 ,OO

9=a-5 t1-68

PEMBIAYAAN DAERAH 5t .292.27 1 _925,OO l 19.331.999.s32.00 1,ta %o 45.652.602.693,00 30,85 % 90, 17 %

PENERIMAAN PET,{B]AYAAN 90.308 135.395.00 135.960.738.088.64 1,51 0k

t,5I %

135.960.734 088,OO

135.960.738.088,OO

4S 652.602 693,O0 50,55 0% roo %

Si.r L.bih
Tlhun S6bd

P.rhitunsan AngSsra.n

P.n.rima.n K.mbali
Pinjman Dadah

90.308 135.39s,00 13s.960.738.088,64 45.652.602.693,O0 50,55 o/o 100 %

0,oo o,oo

16.624.9S7.556.OO

o 0 0 0 0

39.015 863.470,OO 0,43 0,6 33.254.915.I 12,00 ( 5.756.944.354,OO ) ( o,14 06 
) 50./o

0,oo o,o0 0 o 0

( 5 756.944 358,OO )

o 0

50 t%PembaJaran CicilrD Pokok Utana yeg
39.015 463.470,OO t6 624 957 556 00 O.43 o/o 33.258.915.1 l2,OO lo,t4 "/"1

APBD Tahun Anggarar. 2023
(Rp)

Selisih Target
Perubahan APBD

Tahun Angga!'an 2023
dan Target APBD

'I'ahun Anggaran 2023
(Rp)

% dari Selisih
'I'arget Perubaharr

APBD Tahun
Anggaran 2023

dan Target APBD
Tahun Anggaran

2023
lo/'l

o/o dari TarEct APBD
Tahun Atrggaran

2023 dan Realisasi
Scmeste! I APBD
Tahun Anggaran

lv")

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pentcnaan Modrl Daerah



Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaal daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakErn rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah 1.ang cuk..rp.

3. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp90. 308. I 35. 395,00 benambah sebesar Rp45.652.602.693,00 menjadi
sebesar Rp 1 35.960. 738.088,00- Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri
dari Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeiuaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp39.0 I 5.863 .47O,OO berkurang sebesar Rp5.756.948.358,00 menjadi
sebesar Rp33.258.915.112,00 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo.
Dapat dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah yang harus
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya
merupakan prioritas utama.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAT}ARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP)
SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS}

l. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangar, Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangal Peraturan Bupati tentang Perubahan

Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih tinggi daripada P-RKPD.

134
pfoqraJnl

Jumlah
Proqram

t32 134
progtarn

262
kegiatan

262
kesiatan2

Jumlah
Kesiatan

254
:<efiatan

Sub
kesiatan

2.759 Itl.996 4la,O0
775 Sub

kegiatan

2 i 61.66.295.580.OO

3
Jumlah
Sub
Kedatan

73a sub
kegiatan

2.7 72.49).42A-toa,U)

No Keterargafl RKPD
Jurnlah Alokasi
Ane8aran {Rp)

KLA.PPAS
Jurr ah Alo&asi
Angaaran (Rp| R-APBD

Juhlah Alokaai
AnEgatan {Rp}
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IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan l.ampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
la-mpung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah €rnggaran, yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759. 154.996.418,00 sedangkal yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar

Rp2.7 59. 7 54.996.4 I 8,OO

2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 134 program-

Berkaitan dengan itu, Pemerintah I(abupaten l.ampung Tengah agar
memperhatikan:

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggalan 2O23 dan Rancangan Peraturar Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja- Daerah
Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten la.mpung Tengah harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentafig Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023, Pasal
77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentar,g Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penbangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keda Pemerintah Daerah.
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1. Jumlah a.nggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastiken belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perur.dang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampar dengan triwulan II, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2O23 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agal. perryesuaian program
mempertinebangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (lKU)
dan Indikator Kinerya Daerah (lKD) seba gaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten l,ampung Tengah Tahun
2023-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten l,arnpung Tengah dalam menyusun Perubahan
Anggaran ?endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23, selain
memperhatikan kebijalan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keualgan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 1

tentang Hasil Verifrkasi dan Validasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah scsuai amanat Peraturan I\{enteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimalsud pada butt F. l.a l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Ranc€rngan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2),

Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2Ol7 tenlang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan .Iangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
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C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk diangga-rkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RI(PD, P-KUA
dan P-PPAS yang menunjalg pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten la.mpung
Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-|9 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan hrar biasa, dan ainanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten tampung Tengah dapat menyesuaikan prcgram.
kegiatan dan sub kegiatan baru.

D. Pernerintah Kabupaten t ampung Tengah dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F.l.a.8).c) la.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

E. Pemerintah I(abupaten Lampung Tengah agurr mencantumkan Pendapatan
Daerah yang terdapat dalam regulasi :

(1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2Ol /PMK.O7 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 97 Tahun 2023
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjaian
Katagori Peningkatan Keseja-hteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran
2023;

(3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30

disebutkan:
Men-vatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten / kota men)rusun RKP DBH Savvit

Tahun Anggar at 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana

Bagt Hasil Sawit.
b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan

secara seka-ligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah
menyampaikan RKP Dana Bagr Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada

huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan'
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c. Penyampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.

d. Dalarn hal tanggal 3O November 2023 bertepalan dengan hari libur atau
hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud
pada hurufc dilalukan pada hari keqia berikutnya.

e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan
RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2O23
sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari keda berikutnya
sebagaimana dimaksud pada huruf d:
1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling

lambat 27 Desember 2023; dan
2. Seluruh Dana Bag' Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahur Anggaran
2024 darr RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Angg;aran 2024.

F. Terdapat selisih kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat
sebesar Rp- 19.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah agar menyesuaikan .rnggaran tersebut berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

1. Dana gagi Hasil menjadi sebesar Rp 43.418.858.O0O,O0.

2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.

G. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Peneintah Kabupaten l^ampung Tenga-h menyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara
proporsional sesuai beban kerl'a masing-masing sesuai dengan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 202O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019.

H. Pemerintah Kabupaten l.ampung Tengah agEr memperhitungkan kembali
peningkatan anggarzrn PAD sebesar Rp259.O79.32O. 864,00 menjadi sebesar
Rp267.Oa7.427.175,OO mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya
dan realisasi sannpai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari yang
dianggalkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
TA2023.

I. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalol<asikan anggaran
dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) sebesar lo/" dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir
G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta}r'tn 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

J. Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp[.241.626.822.983,O0 atau
37,39o/o diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui 1'KD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang
bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a. 1)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo;i 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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K. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah agar mengganggarkan Kekurangan
Pembayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp8.174. t 25.235 (per Agustus 2O23)
dengan rincian sslagai berikut:
1. Iuran Pemerintah Daerah sebesa-r Rp27.2O7.O22.880,00
2. Peke{a Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah - Pemerintah Daerah

sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp6. I O4. 3 1 5. OOO,0O

3. Bantuan Iuran Peke{a Bu kan Penerima Upah Pemerintah Daerah
sebesar Rp345.483.600,O0

4. Bantuan Iuran PBU Mandiri sebesar Rp312.435.20O,OO
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMK.O2/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi
Iuran Peserla Penerima Baatuan Iuran Jaminan Kesehatal, Iuran Peserta
Pekerja Bukal Penerima. Upah dan Peserla Bukan Pekerja Dengan Manfaat
Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas IIl, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta
Peke{a Bukaa Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekeqia Dengarr Manfaat
Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau
Pemerintah Daerah.

L. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah agEr menggzrngarkan kekurangan
Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos
Transit Daerah sesuai Keputusan Gr.rbernur lampung Nomor :

G|255|B.O2/HK/2O23 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi
Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Frovinsi krmpung Tahun 2023

M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Reinvestasi
Dividen kepada PT Bank l.ampung sebesar Rp6.461.458.068,54 untuk
Dividen Tahun Buku 2020, sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor
9OO/1867 lVl.O2/2O21 tanggal 19 Mei 2O21 tentang Reinvestasi Dividen
Bank l,ampung Tahun 2O20.

Pelaksanaan investasi harus didasarkal pada Perda tentang Penyertaan
Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum
melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oieh penasehat
investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

N. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN

sebesar Rp5.686.425. 184,28,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harrs menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran
Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2O04 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona-l sebagaimana teiah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tal:,u:o 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminal Sosial sebagairr:ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengal Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 70 'I'ahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi

Pekeq'a Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir
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D.16.a. 1)j).(5) l"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

O. Terdapat selisih kurrang alokasi Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebesar Rp344.281.017,96 dan selisih lebih alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN sebesar Rp1.495.345. 133,55.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran
alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keda ASN dan Belanja
Iuran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Ke{a dan Jaminan Kematian Bag, Pegawai Apa-ratur Sipil Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2077 d,an brttir D.l6.a. t)j).(6) l-ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pen yusunan APBD Tahun Anggaran
2023. Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang
belum direalisasikan pada tahun anggarurn sebelumnya.

P. .AJokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
tidak dianggarkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran jaminan Kesehatan
bagi pinrpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.845. 160,00, sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahvn 20 1 1 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional ssblagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor' 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pekela Penerima Upah di Lingkungan Pemedntah Daerah, dan D. 16.a. 1)j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter,tar,g
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Q. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten l,ampung Tengah harus
menganpgarkan besaran alokasi €rnggaran iuran jaminan Kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp118.a29.276,00 sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah IJndang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun

2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik htdcnesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2o2o tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi Peke{a Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir
D.16.a. l)j).(s) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

R. Terdapat selisih lebih besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan

Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar

Rp2.520.0O0.OOO,OO. Pemerintah Kabupaten I-ampung Tengah harus

menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi
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Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 ter,tar,g
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

S. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
sebesar sebesar Rp14l.I20.0OO,0O. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasionai
Fimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasa,l 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewal Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 datt Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional.

T. Terdapat selisih lebih Belanja Ttnjangan Reses DPRD sebesar
Rp63O.000.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten La.mpung Tengah agar
menyesuaikan alokasi €rnggar€rn tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional.

U. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggarar 2C23.

I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun ktggaraa 2023

1. Konsiderans Mengingat :

a. angka 13 diubah merrjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Fimpinan dan
furggota DPRD (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tamhahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahun 2023 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847).

b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 lenlang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10O, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannYa agar

disesuaikan dengan hierarki peratur€rn perundang-undangan'



1O. l,ampiran X

11 Lampiran XI :

Larrrpiran XII :

Lampiran XIII :

Lampiran XIV :

Lampiran XV :

Lampiran XVI :

L,ampiran XVII :

12.

13.

11

15
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Sinkronisasi Major Project Dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah l.ainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-la.in;

Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak
(multi years);

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah.

16.

17.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusurran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

3. Lampiran :

a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah/ (bet kurang)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (7d sesuai lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. l,ampiran III :

1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AIruN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan
ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedonan Teknis Pbngelolaan Keuangan
Daerah.

3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan / penambahan kegiatan, dam sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan.
Sesuai ketentuan lampiran Peratnran Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan-ia
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



4) Pada akhir lampiran agar diberi ruang penaldatanganan oleh
Bupati.

c. Lampiran IV, judul diubah menjadi REKAPITULASI PEFIUBAHAN
BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGI,{TAN, DAN SUB
KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJAI.IYA.

d. Lampiran IX, diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS
DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM

PRIOR]TAS DAERAH.
e. t ampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X baru yaitu

SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM
PRIORITAS DAERAH.

f. la.mpiran IX diubah menjadi l,ampiran XI yaitu DAF IAR JUMLAH
PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.

g. Tambahkan 5 (lima) t ampiran baru yaitu L,ampiran XII, Lampiran
XIII, l,ampiran XIV, lampiran XVI dan Lampiran XVI sebagai
berikut :

Lampiran Xll : DAFTAR PIUTANG DAERAH.
Lampiran XIII 

Rft,H[SISX:ffif*Ti#f 
DAERAH DAN

LampiTan XIV : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN

Lampiran XV 3X#^tltT.if,Xr N suB KEGIATAN rAHUN
JAMAK (MULTI YEARS),

Lampiran XVI : DAFTAR DANA CADANGAN.
h. Lampiran XI diubah menjadi L.ampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturanr Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2O22 lentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daera h Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil
koreksi pada rancangan peraturan daerah.

II. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Ang;aran 2O23.
1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten l,ampung Tengah Nomor ..... Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O23 sebagai landasan oprasional pelaksanaannya;

2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada
rancangan peraturan daerah.

3. BatangTubuh:
a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau

akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
dan/atau hd-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 l,ampiran
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan tlndang-Undang Nomor 13 Tahun
2022

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja., Dan Pembiayaan;

Penjabaral Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dart Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan
Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil;

: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, I(egiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian
Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan;

Sinkror,isasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara;

Rekapitulasi dan Sinkronisasi Pcraturan Bupati
tentang Peruballan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;

l,ampiran II

Lampiran lll

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiral IX

Lampiran X
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Lampiran XI

Lampiran XII

l^ampiran XIII

Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PeTFKTP;

Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belania
Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

4. Lampiran:
a. ta.mpiran II :

Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk
Persentase (7d dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :

1) dasar hukum pendapatan.
2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

3) penganggaran pembiayaa;r disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumhr penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

b. Tarnbahkan 2 (dua) Lampiran baru yaitu Lampiran V dan
Lampiran VI sebagai berikut :

LampiTan V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

Lampiran V: DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELAIqJA BAGI HASIL.

c. [a mpiran V diubah menjadi Lampiran VII, dan judul diubah
menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN
OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN.
d. Lampiran VI diubah menjadi l,ampiran VIII dan judul diubah

menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MII{YAK BUMI
DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINTYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OB.IEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

e. Lampiran VII dihapus.
f. Lampiran VIII diubah menjadi Lampiran IX dan judul diubah

menjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMER1NTAH DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN
DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN
PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DEI{GAN PROGRAM
PRIORITAS PERBA TASAN NEGARA.
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g. Tambahkan 4 (empat) Lampiran baru yaitu L^ampiran X, Lampiran
XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII sebagai berikut :

la-mpiran X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERKADA
PENJABARAN APBD YANG DISAJIKAN
BERDASARKAN SUMBER DANA.

I,ampiTan XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI
PER FKTP.

Lampiran XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER
SEKOLAH.

Lampiran XIII :FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA
BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM
NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERT (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tefiaag Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 darr amanat Pasal 3
hasil koreksi pada rancangan peraturan bupati.

U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten l,ampung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 yang ttdak
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GI'BERI{I'R LAIUPUNG,

ARIITAL DJUNNDI


